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Nur Adi Kumaladewi,2011.ANALISIS KONSTRUKSI HUKUM PENUNTUT 
UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUNGKID DALAM PENGAJUAN 
KASASI DAN ALAS HUKUM FORMIL HAKIM MAHKAMAH AGUNG 
MENGABULKAN KASASI PERKARA KORUPSI PENGADAAN 
KENDARAAN DINAS NOMOR 2631 K/PIDSUS/2009.Fakultas Hukum UNS. 
Penelitian Hukum ini menganalisis apakah konstruksi hukum penuntut 
umum kejaksaan negeri mungkid dalam pengajuan kasasi sudah sesuai dengan 
ketentuan KUHAP dan apakah alas hukum formil hakim mahkamah agung 
mengabulkan kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas nomor 2631 
K/PIDSUS/2009 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian normatif yang bersifat 
preskriptif yang mengunakan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-
data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari, 
mengkaji, dan menganalisis putusan, buku literatur, dan perundang-undangan. 
Kemudian dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa data deduksi dengan 
metode silogisme. Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui apakah 
alasan hukum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam pengajuan kasasi perkara korupsi 
pengadaan kendaraan dinas sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP serta 
mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan  kasasi 
perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas sudah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa alasan 
hukum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam pengajuan kasasi perkara korupsi 
pengadaan kendaraan dinas dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas adalah sebagai 
berikut:Pertama alasannya disebabkan mengenai masalah adanya kesalahan 
penerapan peraturan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Magelang dan Hakim 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada putusannya dan alasan ini sudah sesuai 
dengan ketentuan KUHAP. Kedua pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas dikarenakan 
Judex Facti salah menerapkan hukum sehingga pertimbangan Hakim Mahkamah 
Agung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
  

























































Nur Adi Kumaladewi, 2011. AN ANALYSIS ON LAW CONSTRUCTION OF 
MUNGKID DISTRICT ATTORNEY OFFICE’S PUBLIC PROSECUTOR 
IN APPEALING TO SUPREME COURT AND THE FORMAL LAW 
FOUNDATION OF SUPREME COURT’S JUDGE IN GRANTING THE 
APPEAL IN THE SERVICE VEHICLE PROCUREMENT CORRUPTION 
CASE NUMBER 2631 K/PIDSUS/2009). Law Faculty of UNS. 
This law research analyze whether or not law construction of Mungkid 
District Attorney Office’s Public Prosecutor in appealing to Supreme Court has 
been consistent with the provision of KUHAP and whether or not the formal law 
foundation of supreme court’s judge in granting the appeal in the service vehicle 
procurement corruption case number 2631 K/PIDSUS/2009 has been consistent 
with the provision of legislation. 
This study belongs to a normative research that is prescriptive in nature 
using secondary data, in which the writer collected the data through library study 
by reading, studying, examining, and analyzing decision, literature book, and 
legislation. Then, from all of collected data, the deduction data analysis was done 
using syllogism method. The objective of research is to find out whether or not the 
law construction of Mungkid District Attorney Office’s Public Prosecutor in 
appealing to Supreme Court has been consistent with the provision of KUHAP 
and to find out whether or not the judge’s in granting the appeal in the service 
vehicle procurement corruption case has been consistent with the provision of 
legislation. 
Considering the result of research conducted, it can be found that the law 
construction of Mungkid District Attorney Office’s Public Prosecutor in appealing 
to Supreme Court in the service vehicle procurement corruption case and the 
judge’s rationale in the service vehicle procurement corruption case are as 
follows: Firstly, the reason is because there is law regulation implementation fault 
by the Judge of Magelang First Instance Court and Judge of Central Java Second 
Instance Court in their decision and this rationale has been consistent with the 
provision of KUHAP. Secondly, the judge’s rationale in granting the appeal in the 
service vehicle procurement corruption case is because of judex facti law 
misapplication so that the Supreme Court Judge’s rationale has been consistent 
with the provision of legislation. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia hingga tahun 2010 saat 
ini adalah merajalelanya korupsi. Korupsi merupakan factor penghalang 
pembangunan  ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Negara Indonesia 
sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) 
mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa ( extra 
ordinary crimes), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis 
yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat.  
Derasnya arus korupsi yang sedang melanda negara ini, penyelenggara 
negara ini menjadi sangat rentan terjebak arus sedangkan rakyat akan selalu 
menjadi korban utama. Selain rakyat yang menjadi korban dari kejahatan 
korupsi, negara pun sebenarnya juga menjadi korban. Dengan adanya 
kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi 
berkurang dan terganggu. Hal itu membuat rakyat miskin menjadi tidak dapat 
berkehidupan secara layak dan anak-anak tidak dapat mendapat pendidikan 
secara wajar. 
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 United 
Nations Convention Againts Corruption yang berbunyi sebagai berikut: 
“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnational 
phenomenon that affects all societies and economies, making internasional 
cooperation to prevent and control it essential”. (Alenia ke-4 Preamble The 
States Parties to this Convention of United Nations Convention Againts 
Corruption, 2003). (meyakini, bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah 
lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh 
masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk 
mencegah dan mengontrolnya secara esensial). (Pengesahan Konvensi 

















































Makna yang sama dengan alenia ke-4 pembukaan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut juga sebagaimana diamanatkan dalam 
konsideran menimbang huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption 
Tahun 2003 (Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 
Tahun 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620). Konsideran 
huruf b berbunyi:“Bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah 
lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi 
seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama 
internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan 
atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi”. Konsideran huruf c 
berbunyi:”Bahwa kerja sama internasional dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, 
akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.” 
Demikian juga pada alenia pertama Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006, menjelaskan sebagai berikut: 
“Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip 
demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan 
integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena 
korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematik dan merugikan 
pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah 
pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam 
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan 
yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset 
yang berasal dari tindak pidana korupsi.”(Alenia ke-1 Penjelasan Umum 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi,2003) 
  
Korupsi dalam praktek hukum di Indonesia selama ini telah menjadi 
isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, 
dan memiliki kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis 
yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Budaya hukum 

















































masih menduduki peringkat kedua Asia dan keenam dunia. Dari berbagai 
dimensi kendala sistem hukum pidana sebagai implikasi lemahnya aspek 
substansi hukum yang mengatur berbagai kejahatan terkait korupsi, lemahnya 
tingkat koordinasi, pengawasan dan keterpaduan yang harmonis dari aspek 
struktur hukum berimplikasi pada lemahnya upaya penegakan hukum terhadap 
korupsi di Indonesia, kompleksitas permasalahan membentuk budaya hukum 
masyarakat dan pencitraan lembaga penegakan hukum yang semakin merosot. 
Korupsi dikatakan tumbuh, berkembang seperti pohon yang terus 
tumbuh menjulang maka salah satu bagian yang paling berperan adalah 
akarnya. Akar mengantarkan nutrisi-nutrisi penting yang akan diproses 
menjadi makanan. Makanan itu adalah kemewahan, harta yang berlimpah, 
kekuasaaan, segala sesuatu yang dalam jangka pendek selalu diidam-idamkan 
oleh masyarakat yang hidup dalam tekanan ambisi dan ekonomi. Ada 
beberapa hal yang menjadi akar korupsi yang menjadi perhatian yakni 
konsumerisme, ketimpangan sosial-ekonomi,dan kekuasaan yang besar 
dengan kontrol yang lemah. (I Ketut Darpawan, 2010:49) 
Konsumerisme tergantung sesuai dengan prioritasnya karena 
kebutuhan manusia itu berbeda-beda tergantung aktivitasnya. Menjalankan 
fungsi sosial sebagai anggota masyarakat juga mendorong meningkatnya 
kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan yang 
berlebihan dari porsi yang sebenarnya akan menambah beban-beban itu 
lambat laun akan memaksa kita berusaha mencari cara untuk menambah 
penghasilan secara signifikan. Pejabat public tidak punya banyak pilihan 
karena kegiatan menambah penghasilan harus dilakukan dengan cara-cara 
sesuai aturan dan menghindari potensi mempergunakan jabatannya untuk 
menjalankan usahanya sesuai dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jika 
segala usaha yang legal itu tidak juga bisa memenuhi kebutuhannya, korupsi 
adalah jalan yang paling mudah. Pelayanan public adalah salah satu tempat di 
mana pejabat pelayan public bertemu langsung dengan masyarakat dan 
peluang-peluang mendapatkan materi terbuka lebar dengan cara merendahkan 

















































Status sosial yang diperoleh sebagian anggota masyarakat dari keadaan 
ekonominya, seringkali dijadikan bahan perbandingan oleh anggota 
masyarakat lain. Posisi yang sama, namun keadaan keuangan jauh berbeda. 
Bekerja di satu instansi yang sama dengan jabatan yang kurang lebih setara, 
namun gaya hidupnya berbeda. Yang satu mencoba menyetarakan diri, 
membuat setara sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Keadaan sosial 
ekonomi yang seperti ini merupakan salah satu pemicu utama perilaku 
koruptif. 
Istilah korupsi sering kali selalu diikuti istilah kolusi dan nepotisme 
yang selalu dikenal dengan singkatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 
Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsure dari pengertian korupsi yaitu 
menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan baik di sektor 
public maupun di sektor swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan 
materi, dan keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang 
yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan 
teman-temannya). 
Korupsi menurut standar yang digunakan untuk memberikan 
pengertian tindak pidana korupsi secara konstitusional diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3),(4),dan ayat (5) dengan 
penjabaran: 
a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. 
b. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum atau 
penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara atau antara 
penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, 
masyarakat atau negara. 
c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan 
hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya 
di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 
Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan 

















































mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan 
bernegara/bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga/ 
golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri 
sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak 
seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa 
meletakkan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan 
keuangan/kekayaan negara dan atau kepentingan masyarakat/negara baik 
secara langsung maupun tidak langsung. (Ramelan, 2003:93) 
Pengertian di atas berdasarkan unsur-unsur mutlak atau pokok korupsi 
berupa adanya pelaku atau pelaku-pelaku korupsi, adanya tindakan yang 
melanggar norma-norma yang berlaku yang dalam ini dapat membentuk 
moral (aspek agama), etika (aspek profesi), maupun peraturan perundang-
undangan (aspek hukum), dan adanya unsur merugikan keuangan/kekayaan 
negara atau masyarakat, langsung atau tidak langsung serta adanya unsur atau 
tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/keluarga/golongan. 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni 
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No.20 Tahun 2001, ada 30 bentuk tindak pidana korupsi, 
salah satu yang dikategorikan tindak pidana korupsi adalah :“Setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara.” (Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 
Tentang Tindak Pidana Korupsi). 
Pengungkapan dan penegakan hukum atas suatu kasus atau dugaan 
adanya tindak pidana korupsi bukanlah merupakan suatu hal yang sederhana 
dan mudah, terlebih atas adanya ekspektasi penegakan hukum yang 
komprehensif, yang menjangkau seluruh pelaku delik dalam dugaan tindak 
pidana korupsi tersebut. Dalam kondisi sedemikian, maka terkecuali atas 
delik korupsi yang berupa penyuapan yang dimungkinkan mekanisme 
dimulainya sebuah penyidikan atas dasar tertangkap tangan, maka atas delik 

















































mendalam oleh pihak penyidik dan pada akhirnya secara alamiah dan logis 
akan melekat kewenangan diskresi pada penyidik untuk menetapkan siapa 
saja pelaku delik dalam suatu dugaan tindak pidana korupsi. Hal inilah yang 
pada akhirnya kemudian memicu adanya indikasi proses tebang pilih dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi. (H.A.Rasyid Noor, 2009:28) 
Ironis ketika asumsi masyarakat atas keterlibatan salah seorang atau 
beberapa orang atau korporasi yang diduga turut terlibat dalam suatu delik 
korupsi yang perkaranya didakwakan atas satu atau beberapa orang lainnya 
kemudian berbanding lurus dengan fakta dipersidangan yang kemudian 
tertuang dalam putusan pengadilan, namun kemudian salah seorang atau 
beberapa orang atau korporasi yang diduga turut terlibat tersebut bebas 
melenggang  tanpa  terjangkau hukum hanya karena pihak penyidik sebagai 
otoritas tunggal yang berwenang menyidik suatu perkara dugaan korupsi 
enggan melakukan penyidikan terhadap orang-orang ataupun korporasi yang 
diduga terlibat tersebut. 
Dalam upaya pemberantasan korupsi serta penerapan hukum dalam 
pemberantasan korupsi yang hasilnya kontroversial seperti pelaku koruptor 
dengan putusan bebas, SP3, melarikan diri atau tiba-tiba kondisi sakit agar 
lepas dari jeratan hukum. Perkara korupsi banyak yang diputus lepas oleh 
hakim pengadilan pada tingkat pertama dengan dalil bahwa kasus korupsi 
selain berkaitan dengan tindak pidana juga berkaitan dengan administrasi 
negara (kebijakan). Perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan tindak 
pidana yakni karena kesalahan kebijakan bukan kriminalisasi. Terkait 
kewenangan jaksa sebagai penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum 
kasasi kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar hukum pengaturannya yaitu 
: “Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh 
pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut 
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah 
Agung kecuali terhadap putusan bebas.”( Pasal 244 KUHAP) 
Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan khususnya 

















































efek jera bagi pelaku korupsi serta menghindari munculnya putusan-putusan 
yang kontroversial. Putusan pengadilan dalam perkara korupsi haruslah 
secara mutlak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia pada 
umumnya dan bagi para pencari keadilan pada khususnya. Putusan vonis 
hakim memiliki implikasi kerugian ekonomi dan keuangan negara luar biasa 
dan menciptakan multikrisis, permasalahan yang kompleks bahkan dapat 
menjadikan ambruknya suatu bangsa dan negara. 
Dalam penanganan perkara korupsi ada dua aspek yg harus 
diperhatikan yaitu penjatuhan sanksi kepada pelakunya dan pemulihan 
kerugian negara. Dalam perkara korupsi dikenal adanya pidana tambahan 
pembayaran uang pengganti. Pidana ini dimaksudkan untuk memulihkan 
kerugian negara akibat suatu perkara korupsi. Jika terdakwa terbukti 
menikmati hasil korupsinya, maka Penuntut Umum wajib menuntut dengan 
pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Jika Penuntut Umum 
menuntut pidana pembayaran uang pengganti, semestinya hakim dalam 
putusannya juga mencantumkan pidana pembayaran uang pengganti. Dalam 
putusan No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd mengenai perkara korupsi pengadaan 
kendaraan dinas operasional roda empat di Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Magelang ternyata hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang 
pengganti sebagaimana tuntutan oleh Penuntut Umum, sehingga Penuntut 
Umum mengajukan kasasi. 
Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan analisis 
konstruksi hukum penuntut umum dalam melakukan upaya hukum kasasi dan 
alas hukum formil hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan 
permohonan kasasi dari penuntut umum. Untuk itu penulis terdorong untuk 
menulis Penulisan Hukum dengan judul “Analisis Konstruksi Hukum 
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid Dalam Pengajuan Kasasi 
Dan Alas Hukum Formil Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan 



















































B. Perumusan Masalah 
 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 
penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul 
secara jelas dan sistematis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran 
yang akan dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan 
masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecahan masalah 
yang tepat dan mencapai tujuan. 
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah, maka 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah Alasan Hukum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam Pengajuan 
Kasasi Perkara Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas sudah sesuai dengan 
Ketentuan KUHAP? 
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi 
Perkara Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas sudah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai 
dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis 
dalam penelitian ini adalah : 
1.  Tujuan Obyektif 
a.Untuk mengetahui apakah alasan hukum Kejaksaan Negeri Mungkid 
dalam pengajuan kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas 
sudah sesuai dengan Ketentuan KUHAP. 
b.Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan 
permohonan  kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas sudah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
2.  Tujuan Subjektif 
a.Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun 

















































meraih gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b.Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek 
lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang 
sangat berarti bagi penulis. 
c.Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data 
sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk 
mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum 
pada khususnya. 
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama 
menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih 
lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai 
bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum 
maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum 

















































b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan 
serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan 
masalah yang diteliti. 
 
E. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian 
dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan 
masalah yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto,2006:13) 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian hukum yang 
bersifat lebih menekankan kepada memahami hubungan eksplisit dan 
implisit anatr variabel, hasil dari penelitian ini berupa preskripsi-preskripsi 
tetapi untuk diterapkan. Hal ini baik untuk keperluan praktek maupun 
untuk penulisan akademis, preskripsi yang diberikan menentukan nilai 
penelitian tersebut, maka langkah terakhir dari suatu penelitian yaitu 
memberikan preskripsi berupa rekomendasi yang didasarkan pada 
kesimpulan yang telah diambil. Berpegang pada karakteristik ilmu hukum 
sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan 
penelitian hukum harus dapat atau setidaknya mungkin untuk diterapkan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana 
dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari 
berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari 
jawabannya. Pada penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus dengan 

















































diteliti sehingga dalam metode pendekatan studi kasus ini diperlukan 
putusan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti.  
4. Jenis Data 
Pengertian data secara umum, yaitu semua informasi mengenai 
variabel atau obyek yang diteliti. Lazimnya dalam penelitian dibedakan 
antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari buku 
pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data 
primer dan data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder. 
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data dasar yang 
berupa data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang 
sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil 
penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti buku-buku literatur, 
koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
5. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang 
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis 
gunakan adalah : 
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
3) Peraturan Perundang-undangan 
4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2631 K/PIDSUS/2009. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
 Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
hukum primer, seperti : 
1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam 
penelitian ini. 


















































c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yaitu berupa kamus. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam 
pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi 
dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, 
mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku 
literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduksi dengan 
metode silogisme. Menurut Jhony Ibrahim yang mengutip pendapat 
Benard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk 
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang 
bersifat individual (Jhony Ibrahim, 2006:249). Sedangkan Prof.Peter 
Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M.Hadjon 
menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh 
Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor 
(pernyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu 
kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007:47). Jadi yang 
dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah 
menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik 


















































F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari 
isi penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 
empat bab. Adapun  sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 
dan sistematika penelitian. 
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis membagi menjadi dua kategori yaitu 
kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori 
membahas mengenai tinjauan umum tentang Konstruksi Hukum, 
tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang Kasasi, 
tinjauan umum tentang Mahkamah Agung, dan tinjauan umum 
tentang Tindak Pidana Korupsi. Kerangka pemikiran membahas 
kerangka atau landasan yang penulis gunakan dalam penulisan 
hukum ini. 
BAB III : HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai alasan hukum Kejaksaan Negeri Mungkid 
dalam pengajuan kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan 
dinas dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 
kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas . 
BAB IV :PENUTUP 
Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan 




























































A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Konstruksi Hukum 
a. Bentuk Konstruksi Hukum 
Pada dasarnya konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di 
dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum 
yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu yaitu konstruksi 
Penghalusan Hukum dan konstruksi Argumentum a Contrario. 
Konstruksi Hukum/Komposisi Hukum (Rechtsconstructie) ada 
beberapa macam yaitu (http://masyarakathukum.blogspot.com) : 
1) Konstruksi Analogi (argumentum per analogiam) 
Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara 
mencari rasio ledis (genus) dari suatu undang-undang dan 
kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya 
tidak diatur oleh undang-undang itu. 
Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam 
lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang 
sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang 
bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan 
perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh 
peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada perkara yang 
sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan 
hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan 
yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tetapi 
penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. 
Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam 
kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi 

















































pidana yaitu ”tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan 
yang menetapkannya terlebih dahulu”(nullum crimen sine lege). 
2) Konstruksi Penghalusan Hukum (rechtsverfijning) 
Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan 
suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang 
seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak 
dapat digunakan. Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan 
hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan 
ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu 
sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila 
hendak dicapai keadilan. Jenis konstruksi ini sebenarnya 
merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila di 
satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan 
perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum 
justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-
undangan (bersifat restriktif). 
3) Argumentum a Contrario 
 Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan 
perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu 
menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak 
dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya 
adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan 
yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada 
masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi 
Argumentum a Contratio hakim sampai pada kesimpulan yang 
negatif, artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu 
dalam perkara yang sedang dihadapinya. 
b. Langkah-langkah Konstruksi Hukum 
1) Hakim meninjau kembali sistem material yang mendasari lembaga 

















































2) Berdasarkan sistem itu, hakim kemudian berusaha membentuk 
suatu pengertian hukum (rechtsbegrip) baru dengan cara 
membandingkan beberapa ketentuan di dalam lembaga yan 
bersangkutan, yang dianggap memiliki kesamaan-kesamaan 
tertentu; 
3) Setelah pengertian hukum itu dibentuk, maka pengertian hukum 
itulah yang digunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksi suatu 
kesimpulan dalam penyelesaian perkara. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan 
a. Pengertian Kejaksaan 
Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia). Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan 
hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang 
dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan 
Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan 
kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya 
merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Jaksa 
Agung bekerja di Kejaksaan Agung sedangkan Jaksa bekerja di 
Kejaksaan Negeri. Jaksa ada diberi wewenang untuk bertindak sebagai 
penuntut umum. (http://www.kejaksaan.go.id) 
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

















































wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). 
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut 
untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, 
perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta 
pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral 
dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena 
Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan 
dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana 
penetapan dan keputusan pengadilan sehingga Lembaga Kejaksaan 
sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya 
institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat 
diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah 
menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-
satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar).  
Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki 
peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat 
mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 
sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan 
tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan 
putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. 
 
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
1. Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai 
wewenang : 
a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 

















































b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 
(3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik. 
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. 
d. Membuat surat dakwaan. 
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan. 
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai 
surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, 
untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 
g. Melakukan penuntutan. 
h. Menutup perkara demi kepentingan umum. 
i. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini. 
j. Melaksanakan penetapan hakim. 
2. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa 
adalah sebagai berikut :  
a) Di bidang Pidana : 
1. Melakukan Penuntutan 
2. Melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan 
yang telah   memperoleh kekuatan hukum tetap. 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 
keputusan lepas bersyarat. 


















































5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 
b) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara : 
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam  
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 
pemerintah. 
c) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan 
turut   menyelanggarakan kegiatan : 
1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum 
3. Pengawasan peredaran barang cetakan 
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 
masyarakat dan   negara 
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama 
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic 
criminal. 
3. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004  
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa 
agung adalah sebagai berikut : 
a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum 
dan  keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang 
kejaksaan; 
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh  
undang-undang; 
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada 
Mahkamah Agung dalam perkara   pidana, perdata, dan tata 

















































e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada 
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; 
f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 
keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. (http://www.kejaksaan.go.id) 
 
c. Penuntutan  
Tahap dalam peradilan pidana setelah proses peyidikan 
dinyatakan lengkap adalah proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut 
Umum. Peran Kejaksaan dalam proses peradilan pidana dimulai sejak 
Penyidikan terhadap suatu tindak pidana diberitahukan oleh pihak 
penyidik kepada pihak Kejaksaan bahwa terhadap suatu tindak pidana 
telah dimulai penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan (SPDP). Sejak diterimanya SPDP tersebut, pihak 
Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat P-16 untuk 
mengikuti jalannya proses penyidikan. Proses koordinasi antara 
penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum kemudian dilakukan secara 
intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi 
persyaratan yuridis untuk dapat dilanjutkan ke proses penuntutan 
dalam Persidangan di Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum mempunyai 
kewenangan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik 
untuk melengkapi Berkas Perkara penyidikan sesuai dengan ketentuan 
dalam Pasal 138 dan Pasal 139 KUHAP. Menurut Pasal 140 ayat (1) 
KUHAP bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari 
hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu 
secepatnya membuat surat dakwaan. 
Pengertian penuntutan atau vervolging dapat ditemukan 
dalam pandangan pembentuk undang-undang dan visi para doktrin 
ilmu hukum pidana. Menurut pendapat pembentuk Undang-Undang 

















































 KUHAP (Pasal 1 angka 7) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Bab I Pasal 1 angka 3), 
dirumuskan bahwa:“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum 
untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana 
dengan Permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang 
Pengadilan”.(Lilik Mulyadi,2000:174-175) 
Beberapa unsur dari pengertian penuntutan yaitu : 
a. Suatu proses tempat penuntut Umum melakukan tindakan 
melimpahkan perkara hasil penyelidikan.  
b. Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi pengadilan 
yang berwenang.  
c. Pelimpahan tersebut diikuti dengan permintaan kepada Hakim 
untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. 
(Igm Nurdjana,2010:175). 
Hakikat penuntutan dapat dipahami secara materiil sebagai 
berikut yaitu: 
“Penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk 
membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang 
dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan,atau 
konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta 
perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan 
keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar 
ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya”. (Igm 
Nurdjana,2010:175). 
  
Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan Jaksa terhadap 
tersangka tindak pidana korupsi terdapat beberapa kriteria yang 
menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan rencana 
tuntutan diantaranya :  
a. Peran tersangka dalam suatu tindak pidana Korupsi. 
Peran tersangka dalam suatu tindak pidana menunjukkan kapasitas 
perbuatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu delik pidana 

















































lain.Tersangka bisa berperan selaku aktor utama suatu delik, turut 
serta melakukan delik, menyuruh melakukan delik, membantu 
melakukan delik, atau aktor yang dengan pemberian, kekerasan, 
ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya 
upaya atau keterangan. Dalam suatu tindak pidana korporasi peran 
tersangka dalam suatu delik juga dapat diidentifikasi dari jabatan, 
tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan, posisi dalam 
struktur organisasi, besarnya saham yang diinvestasikan, dan 
semua peran yang pada dasarnya mencerminkan besar kecilnya 
pengaruh atau kontribusi dari eksistensinya dalam pencapaian 
suatu tujuan dari delik. 
b. Dampak dari perbuatan yang dilakukan 
Untuk mengetahui dampak dari peran tersangka dalam suatu 
perbuatan pidana yang dilakukan dapat juga dievaluasi dari hasil 
tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang ada (jumlah, volume, 
atau kalkulasi Negara) atau akibat lain baik langsung maupun tidak 
langsung dari tindak pidana itu, baik yang menyangkut aspek 
ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan Negara 
maupun ideologi. Besar kecilnya kerugian negara sebagai dampak 
dari tindak pidana yang dilakukan, menjadi salah satu 
pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan besar 
kecilnya tuntutan pidana terhadap pelaku (terdakwa). 
c. Keadaan yang meringankan dan memberatkan tersangka 
Keadaan yang meringankan tersangka diantaranya seperti : 
1. Tersangka belum dewasa atau tidak cakap mempertanggung 
jawabkan perbuatannya; 
2. Tersangka kurang sempurna akalnya; 
3. Tersangka melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu 
kekuasaan yang tidak dapat dihindari atau untuk 
mempertahankan dirinya atau orang lain; 

















































5. Delik yang dilakukan belum selesai; 
6. Tersangka jujur, tidak berbelit-belit atau tidak mempersulit 
jalannya proses peradilan; 
7. Bersikap sopan dan menghormati jalannya proses peradilan; 
8. Tersangka belum pernah dihukum sebelumnya dengan suatu 
hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atau belum 
pernah melakukan suatu tindak pidana; 
9. Perannya dalam tindak pidana tidak penting, atau akibat dari 
perannya tidak terlalu besar atau berdampak luas; 
10. Tersangka menyerahkan diri, dan mengakui perbuatannya. 
Keadaan yang memberatkan tersangka diantaranya seperti : 
1. Pelaku mempunyai jabatan, tingkat pendidikan atau tanggung 
jawab yang lebih tinggi, yang sangat memahami perbuatan dan 
akibat perbuatan yang dilakukan dan seharusnya mencegah 
perbuatan itu. 
2. Perbuatannya direncanakan dengan matang, dan menghendaki 
tujuan dari delik. 
3. Menjadi kunci dalam perbuatan pidana. 
4. Kejahatan yang dilakukan terorganisir dan berdampak luas bagi 
masyarakat. 
5. Kondisi alat bukti yang ada.  
Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi 
melalui mekanisme penegakan hukum pidana di Indonesia, secara 
faktual belum dapat diharapkan untuk dapat memberikan efek jera bagi 
pelaku. Hal ini disebabkan karena selain substansi hukum pidana 
tentang pemberantasan korupsi masih tumpang tindih satu sama lain, 
kondisi struktur hukum juga belum cukup memadai terutama jika 
ditinjau dari berbagai aspek seperti sumber daya manusia aparat 
penegak hukum terutama dalam memahami dan mengimplementasikan 
substansi hukum yang berlaku, tingkat kesejahteraan aparat penegak 

















































peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak dihindari 
oleh oknum-oknum tertentu secara faktual dengan memanfaatkan 
kewenangan subjektifitas yang dimiliki. 
 
3. Tinjauan Umum Tentang Kasasi 
a. Pengertian Kasasi 
Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang 
dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan 
dari Pengadilan-Pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan 
yang terakhir. (J.C.T.Simorangkir,dkk,2000:81) 
Kasasi berarti pembatalan dan  hanya dapat dilakukan oleh 
Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas 
perbuatan Pengadilan yang lain (Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang 
No.14 Tahun 1970). 
Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang terakhir. Pada 
KUHAP upaya hukum ini diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 
244 sampai dengan Pasal 258. Apabila ditinjau secara etimologis 
maka lembaga kasasi sebenarnya merupakan bagian system peradilan 
Hukum Prancis dari asal kata casser yang arti harfiahnya  memecah. 
Akan tetapi semenjak Revolusi Prancis bentuk kerajaan runtuh, 
kemudian dibentuk badan khusus dengan tugas menjaga kesatuan 
penafsiran hukum dan merupakan badan antara guna menjembatani 
pembuat Undang-Undang dengan kekuasaan kehakiman. Dalam 
perkembangan selanjutnya, lembaga kasasi tersebut diikuti Negara 
Belanda dan kemudian diterapkan di Indonesia dengan asas 
konkordansi. ( Lilik Mulyadi, 2000:169) 
Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada 
terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka 
untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima 
putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk 

















































oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk 
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah 
Agung. (M. Yahya Harahap, 2002:1101) 
 
b. Kasasi merupakan hak 
Hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan Undang-
Undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak 
tersebut menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk 
menerima permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan 
untuk menolak permintaan kasasi. Apakah nanti permohonan kasasi 
diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk 
menilai. Hal itu sepenuhnya wewenang Mahkamah Agung. Sekalipun 
permohonan kasasi diajukan telah melampaui waktu 14 hari seperti 
yang digariskan pada pasal 245 ayat (1), pengadilan negeri tetap wajib 
menerima permohonan kasasi. Demikian juga, seandainyapun 
permohonan kasasi tidak dibarengi dengan memori kasasi maupun 
terlambat menyampaikan memori kasasi sebagaimana yang telah diatur 
dalam pasal 248, pengadilan negeri tetap harus menerima dan 
menyampaikan permohonan dan berkas perkara kasasi kepada 
Mahkamah Agung. (M.Yahya Harahap,1987:1101). 
 
c. Tujuan upaya kasasi 
Dari pemahaman tujuan inilah kita akan melihat kegunaan dan 
sasaran yang hendak diwujudkan oleh putusan-putusan Mahkamah 
Agung dalam pemeriksaan kasasi. Adapun tujuan utama dari lembaga 
upaya hukum kasasi antara lain : 
1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan.   
Memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar 
peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya 
serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan 

















































pembuktian harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
dan keterangan saksi yang jumlahnya lebih dari satu serta telah 
disumpah. 
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. 
Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung 
dalam peradilan kasasi adakalanya tindakan koreksi sekaligus 
menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. 
Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam 
bentuk judge making law, Mahkamah Agung menciptakan hukum 
baru guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka 
mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai 
dengan elastisistas pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan 
nilai dan kesadaran masyarakat. 
Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan 
penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan bentuk hukum 
baru telah mantap dan selalu dipedomani oleh pengadilan-
pengadilan dalam mengambil keputusan, dengan demikian putusan 
Mahkamah Agung tadi akan menjadi yurisprudensi tetap. Memang 
sekalipun kehidupan peradilan Indonesia tidak menganut prinsip 
presedent (yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti 
putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi), namun 
kenyataannya dalam praktek, putusan Mahkamah Agung selalu 
dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun, setiap 
penyimpangan dari yurisprudensi, sudah pasti akan kembali 
diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kearah yang 
sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang diciptakannya. Oleh karena 
itu secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil 


















































3. Pengawasan tercptanya keseragaman penerapan hukum 
Dengan adanya keputusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, 
sedikit banyak akan mengarahkan keseragaman pandangan dan 
titik tolak dalam penerapan hukum Serta dengan adanya upaya 
hukum kasasi, lebih dapat terhindar dari kesewenangan dan 
penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam 
memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya. 
 
d. Alasan-alasan diajukan permintaan kasasi 
Secara limitative apabila pemohon melakukan upaya hukum 
kasasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, 
pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan 
permohonan kasasinya dan dalam tenggang waktu 14 hari setelah 
pengajuan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada 
Panitera dengan diberikan surat tanda terima. Pengajuan memori kasasi 
ini harus diuraikan secara sistematis serta mengemukakan alasan-
alasannya. Secara yuridis maka ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP 
dapat dijabarkan bahwa secara limitative alasan kasasi yang dapat 
dilakukan oleh terdakwa /penasihat hukum dan jaksa/penuntut umum 
yang dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai 
masalah: 
1. Adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun 
hukum   materiilnya. 
2. Cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai 
dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-
undang. 
3. Adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik 
secara absolute (competentie absolute) dan relative (competentie 
relative). (Lilik Mulyadi,2000:173) 
Dalam praktek, apabila alasan kasasi kasasi di luar dari hal 

















































dibenarkan oleh ketentuan undang-undang sehingga alasan-alasan 
tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Agung dengan putusan ditolak 
atau dinyatakan tidak dapat diterima. Apabila diinventarisir alasan-
alasan kasasi yang sering dilakukan pemohon kasasi yang tidak sesuai 
dengan alasan sebagaimana ketentuan undang-undang, dalam praktek 
ditemukan alasan berupa : 
1. Bahwa pemohon kasasi berkeberatan atas penilaian hasil 
pembuktian 
2. Sifat permohonan kasasi adalah pengulangan fakta dan adanya 
diajukan suatu bukti baru (novum) 
3. Sifat memori kasasi yang tidak menyangkut persoalan/materi 
perkara 
4. Memori kasasi terhadap berat ringannya pidana, jenis pidana, dan 
besar kecilnya jumlah denda. 
 
e. Tata cara pemeriksaan kasasi 
Terhadap prosedur dan tata cara pemeriksaan kasasi diatur 
dalam ketentuan  Pasal 253 ayat (2) KUHAP. Pada prisipnya tata cara 
pemeriksaan kasasi adalah : 
1. Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang  
hakim. Dalam praktek tidak jarang dilakukan pemeriksaan tingkat 
kasasi dilakukan lebih dari tiga orang hakim dan apabila ini 
dilakukan disebut dengan Majelis Lengkap. Apabila ditafsirkan 
lebih jauh maka jiwa pasal 253 ayat (2) KUHAP dengan kata 
sekurang-kurangnya tiga orang hakim, pembentuk undang-undang 
jelas tidak memperkenankan pemeriksaan perkara kasasi diperiksa 
dan diputus dengan hakim tunggal sehingga apabila dilakukan 
putusan demikian menjadi tidak sah. 
2. Pemeriksaan kasasi dilakukan atas dasar berkas perkara 
Pemeriksaan dilakukan atas dasar berkas perkara dan tidak secara 

















































adanya kehadiran terdakwa, saksi, dan jaksa/penuntut umum. 
Apabila ditinjau dari segi yuridis, financial, rasional, dan 
administrative pemeriksaan atas dasar berkas perkara dan tidak 
secara langsung dalam tingkat kasasi dapat dibenarkan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP dalam berkas 
perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 
terdapat hal sebagai berikut : 
a. Berita acara pemeriksaan penyidik 
b. Berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri 
c. Semua surat-surat yang timbul dalam persidangan yang 
berhubungan dengan perkara yang bersangkutan 
d. Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) 
e. Putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) khusus terhadap 
perkara yang diputus dengan pemidanaan (veroordeling).  
3. Jika dianggap perlu Mahkamah Agung RI dapat mengadakan 
pemeriksaan tambahan.Terhadap pemeriksaan tambahan ini 
berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP dilakukan 
dengan 2 cara yaitu : 
a. Dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sendiri 
Apabila hal ini dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung, maka  
Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Sela (Tussen Vonnis) 
dengan memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan 
pemeriksaan tambahan dengan menunjuk langsung dengan 
putusan sela tersebut majelis hakim yang bertindak melakukan 
pemeriksaan tambahan tersebut. 
b. Dilakukan oleh yudex factie (Pengadilan Negeri) atas perintah  
putusan sela (tussen vonnis) dari Mahkamah Agung RI. Majelis 
hakim disini tidak mengeluarkan putusan dan Mahkamah 
Agung RI akan memutus perkara tersebut berdasarkan putusan 
Pengadilan Negeri terdahulu dan hasil pemeriksaan tambahan 

















































 Adapun proses pemeriksaan tambahan ini dilakukan dalam 
persidangan sebagaimana proses persidangan biasa pada 
umumnya dan majelis hakim yang melakukan pemeriksaan 
tambahan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, memeriksa 
sesuai amar putusan sela dari Mahkamah Agung RI tersebut dan 
hasil pemeriksaan tambahan kemudian dicatat dalam Berita Acara 
dan dikirim kepada Mahkamah Agung RI bersama-sama dengan 
berkas perkara semula. Oleh karena itu, majelis hakim disini tidak 
mengeluarkan putusan dan Mahkamah Agung RI akan memutus 
perkara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri terdahulu 
dan hasil pemeriksaan tambahan sesuai isi perintah putusan sela 
yang bersangkutan. 
 
4. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Agung 
a. Pengertian Mahkamah Agung 
Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Kekuasaan Kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ( Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman). 
Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada 
badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan 
khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut ( Pasal 1 

















































Kehakiman). Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung ( 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman). 
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi ( Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 Tentang Kekusasaan Kehakiman). Mahkamah Agung 
merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang 
berada didalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman). 
 
b. Wewenang Mahkamah Agung 
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung 
mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut : 
1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan 
pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali 
Undang-Undang menentukan lain; 
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang; 
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
Berkaitan dengan kewenangan tersebut maka harus diciptakan 
batasan-batasan tertentu bagi hakim tanpa mengorbankan prinsip 
kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman yaitu : 
1. Hakim harus memutus menurut hukum. Setiap putusan, hakim 
harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang 

















































2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan. Hakim 
dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, 
bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan 
hukum yang berlaku; 
3. Dalam melaksanakan penafsiran, konstruksi, atau menemukan 
hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum 
hukum (general principle of law) dan asas keadilan yang umum 
(the general principle of natural justice); 
4. Harus diciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak 
hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan 
kebebasannya. Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan 
kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus 
suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas 
para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu 
perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan 
antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan 
putusan hakim. 
Oleh karena itu, hakimlah yang paling bertanggung jawab 
memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui 
putusan-putusan yang dibuatnya. Karena putusan hakim selain harus 
mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal justice) berdasarkan 
atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social justice) 
yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga 
harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice). 
(http://www.mahkamahagung.go.id) 
 
c. Fungsi Mahkamah Agung 
1. Fungsi Peradilan : 
a) Sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi, Mahkamah Agung 
merupakan Pengadilan Kasasi yang bertugas membina 

















































dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan 
undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 
diterapkan secara adil, tepat, dan benar. 
b) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah 
Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat 
pertama dan terakhir. 
c) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan 
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap ( Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, 
dan Pasal 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 
1985 ). 
d) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing 
dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia 
berdasarkan peraturan yang berlaku ( Pasal 33 dan Pasal 78 
Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). 
2. Fungsi Pengawasan  
a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan 
tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-Pengadilan 
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan 
berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan 
biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam 
memeriksa dan memutuskan perkara ( Pasal 4 dan Pasal 10 
Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970). 
b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : 
1) Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para 
Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam 
menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal 

















































setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta 
keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 
teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan 
petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan 
hakim(Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 
14 Tahun 1985 ). 
2) Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang 
menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang 
Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). 
3. Fungsi Mengatur 
a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila 
terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk 
mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan 
bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-
undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 
Tahun 1985). 
b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri 
bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang 
sudah diatur Undang-undang. 
4. Fungsi Nasehat 
a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau 
pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada 
Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang 
Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung 
memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara 
dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 
Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). 
Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara 

















































kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden 
selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun 
demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai 
rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaannya. 
b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan 
memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan 
peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-
undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). 
(http://legislasi.mahkamahagung.go.id) 
 
d. Bentuk Putusan  
Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan 
bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis 
hakim dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 
ayat (1) KUHAP, maka bentuk dari pada Putusan Hakim terhadap 
terdakwa Tindak Pidana Korupsi dapat berupa : 
1) Putusan bebas (vrijspraak) 
Dalam praktek putusan bebas (vrijspraak) juga lazim disebut 
dengan putusan acquittal yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah 
melakukan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan atau dapat 
juga disebut terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum. Lebih 
tegasnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana. (Lilik Mulyadi, 
2000:149).  
Berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas 

















































a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan 
b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
Jadi secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila 
Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan beranggapan 
bahwa : 
a) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum 
pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (negatief 
wettelijke bewijs theorie) sebagaimana diatur oleh KUHAP. 
Pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup 
dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim 
tidak yakin terhadap kesalahan tersebut; 
b) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum 
pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah 
terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya 
petunjuk tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan 
terdakwa. 
2) Putusan penglepasan dari Segala Tuntutan Hukum ( onslag van 
alle rechtsvervolging) 
 Pada dasarnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyebutkan 
bahwa  putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum dapat 
terjadi apabila Majelis Hakim beranggapan bahwa: 
a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan 
b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 
Apabila diperbandingkan antara putusan bebas dengan putusan 
penglepasan dari segala tuntutan hukum, maka M. Yahya Harahap 
meninjau perbedaan tersebut dari beberapa segi, antara lain : 


















































Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan. Jadi tidak memenuhi asas pembuktian menurut 
Undang-Undang secara negative serta tidak memenuhi asas batas 
minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain 
halnya dengan putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum. 
Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, 
baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-Undang 
maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam 
Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi tidak 
merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan 
dan telah terbukti tadi, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang 
lingkup pidana, tetapi mungkin termasuk ruang lingkup perdata, 
hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat. 
 
Ditinjau dari segi penuntutan  
Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan 
didakwakan kepada  terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana 
yang harus dituntut dan diperiksa disidang pengadilan pidana. 
Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak 
cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena 
itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahan tidak 
terbukti terdakwa diputus bebas. Dan membebaskan dirinya dari 
ancaman pidana yang diancam pada Pasal tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan penglepasan dari 
segala tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan 
kepadanya bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya 
berupa quasi tindak pidana seolah-olah penyidik dan penuntut 
umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana. (Lilik 
Mulyadi,2000:150). 
 
3) Putusan Pemidanaan (veroordeling) 
  Putusan pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi 
apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan 
menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Pengadilan 
dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terdakwa itu tidak 
dilakukan penahanan, dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya 
terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu 

















































tindak pidana yang dilakukan diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 
(4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam 
aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat 
menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau 
membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu. ( pasal 
193 ayat (2) KUHAP). 
 
5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
It is a major hindrance to sustainable development, with a 
disproportionate impact on poor communities and is corrosive on the 
very fabric of society. The impact on the private sector is also 
considerable - it impedes economic growth, distorts competition and 
represents serious legal and reputational risk (Anti Corruption) 
(Korupsi diakui menjadi salah satu tantangan terbesar di dunia, ini 
adalah hambatan utama untuk pembangunan berkelanjutan, dengan 
dampak yang tidak proporsional pada masyarakat miskin dan bersifat 
korosif pada kain yang sangat masyarakat. Dampak terhadap sektor 
swasta juga cukup besar-itu menghambat pertumbuhan ekonomi, 
mendistorsi persaingan dan merupakan risiko hukum dan reputasi 
serius (anti korupsi)). (http://www.unglobalcompact.org) 
Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa 
latin corruptio atau menurut Webster Student Dictionary adalah 
corruptus. Selanjutnya disebutkan pula bahwa corruptio itu berasal 
dari kata asal corrumpiere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa 
latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris : 
corruption ; corrupt, Perancis : corruption, dan Belanda : corruptive 
(korupsi). (Andi Hamzah,1984:9) 
Berdasarkan United Nation Convention Againts Corruption 
(UNCAC) telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 2006, pengertian 

















































1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat 
publik/swasta, permintaan/penawaran oleh pejabat 
publik/swasta/internasional, secara langsung/tidak langsung, 
manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat sendiri atau orang 
atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak/berhenti 
bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk 
memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. 
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat 
publik/swasta/internasional. 
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. 
(http://www.ebooklibs.com)  
Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa: 
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 
ketidakjujuran. 
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 
sogok dan sebagainya. 
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat 
buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral, 
penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran. 
(Igm Nurdjana,2010:15) 
Pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah 
korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah 
penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, 
dan yang menyangkut bidang kepentingan umum (Evi Hartanti, 
2005:9). 
Arti kata korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya 
diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan 
perekonomian negara (J.C.T Simorangkir,2000:85). 
Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi 
disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku 
yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang 

















































batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-
norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar 
atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela” 
(Igm Nurdjana,2010:16). 
 
Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 bahwa korupsi diartikan: 
1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang 
secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau 
perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau 
diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut 
merugikan keuangan Negara (Pasal 2); 
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian 
Negara (Pasal 3); 
3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 
209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP. 
 
b. Bentuk-bentuk Perbuatan Korupsi 
Dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi 
yang kita miliki, yakni Undang-Undang No.31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, 
ada 30 bentuk tindak pidana korupsi. Agar lebih jelas akan diuraikan 
sebagai berikut : 
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
(Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999). 
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

















































kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara (Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999). 
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu 
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 
5 ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2001). 
4. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam 
jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No.20 Tahun 2001). 
5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
pemberian atau janji (Pasal 5 ayat  (1) huruf a atau huruf b diatas). 
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 
untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya 
untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2001). 
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi 
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk 
memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan 
berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan 
untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.20 Tahun 2001). 
8. Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana 
dimaksud dalam ayat Pasal 6 (1) huruf a atau advokat yang 
menerima pemberian atau janji (Pasal 6 ayat (1) huruf b (Pasal 6 
ayat (2) UU No.20 Tahun 2001). 
9. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, 
atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan 

















































keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam 
keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No.20 Tahun 2001). 
10. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau 
penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan 
curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) 
huruf b UU No.20 Tahun 2001). 
11. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik 
Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 
keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c 
UU No.20 Tahun 2001). 
12. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang 
keperluan Tentara Nasinal Indonesia dan/atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. 
13. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang 
yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional 
Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
membiarkan perbuatan curang ( Pasal 7 ayat (2) UU No.20 Tahun 
2001). 
14. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat 
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang 
atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang 
lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 
UU No.20 Tahun 2001). 
15. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-
daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU 

















































16. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 
sementara waktu dengan sengaja : 
a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat 
tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang 
digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka 
pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya 
(Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001). 
17. b.Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar tersebut (Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001). 
18. c.Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar tersebut ( Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001). 
19. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 
berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang 
yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan 
jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001). 
20. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah 
atau janji, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau 
janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 
dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b UU No.20 Tahun 2001). 
21. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, 
padahal diketahui atau patut diduga , bahwa hadiah tersebut 
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 

















































22. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau 
patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk 
diadili (Pasal 12 huruf c UU No.20 Tahun 2001). 
23. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, 
menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 
bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasehat atau 
pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang 
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d UU 
No.20 Tahun 2001). 
24. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya 
sendiri (Pasal 12 huruf e UU No.20 Tahun 2001). 
25. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong 
pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut 
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut 
bukan merupakan utang. (Pasal 12 huruf f UU No.20 Tahun 2001). 
26. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 
menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau 
penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, 
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang 
(Pasal 12 huruf g UU No.20 Tahun 2001). 
27. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu 

















































diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal 
diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan ( Pasal 12 huruf h UU No.20 Tahun 
2001). 
28. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun 
tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, 
pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, 
untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau 
mengawasinya (Pasal 12 huruf I UU No.20 Tahun 2001). 
29. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan 
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, 
dengan  ketentuan sebagai berikut: 
a. yang nilainya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah), pembuktian, bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan 
oleh penuntut umum (Pasal 12 B UU No.20 Tahun 2001). 
30. Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri 
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada 
jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji 
dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.(Pasal 13 


















































c. Jenis dan Tipologi Korupsi 
Menurut Syed Husein Alatas, guru besar Universitas Singapura 
yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 
7 (tujuh) tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu :  
1. Korupsi Transaktif (Transactive Corruption), jenis korupsi yang 
menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi 
dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak 
dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang 
biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. 
2. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) yang menyangkut 
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai 
keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya. 
3. Korupsi yang memeras (extortive corruption) adalah korupsi yang 
dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, 
teror, penekanan (presure) terhadap kepentingan orang-orang dan 
hal-hal yang dimilikinya. 
4. Korupsi investif (investive corruption) adalah memberikan suatu 
jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di 
masa depan. 
5. Korupsi defensif (defensive corruption) adalah pihak yang akan 
dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini 
membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. 
6. Korupsi otogenik (outogenic corruption) yaitu korupsi yang 
dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau 
pihak lain yang terlibat. 
7. Korupsi Suportif (supportive corruption) adalah korupsi dukungan 



















































d. Faktor-faktor Penyebab Korupsi 
Berkaitan dengan perkembangan korupsi di Indonesia selain 
dapat diselidiki fenomena sosial dalam praktik dengan mencermati 
secara etiologi sosial maka faktor-faktor penyebab korupsi antara lain : 
1. Masih melekatnya budaya feodal dengan perilaku upetiisme, 
premodialisme dan nepotisme yang mementingkan keluarga atau 
kroninya yang mendorong perbuatan korupsi. 
2. Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam 
bentuk politic risk dan economic risk sebagai dukungan anggaran, 
sarana fasilitas materiil dalam bertugas dan tidak memadai 
kesejahteraan keluarga pegawai, karyawan yang tak layak sesuai 
standar minimal kebutuhan hidup sehingga menjadi potensial 
dengan elemen perbuatan Korupsi. 
3. Lemahnya manajemen kepemimpinan institusi pemerintahan 
termasuk para pelaku bisnis seperti BUMN, Koperasi, 
Swasta/pengusaha yang tidak memberikan keteladanan, 
kesederhanaan atau pola hidup sederhana sehingga kurangnya 
fungsi kontrol melalui pengawasan melekat sehingga menjadi 
sangat toleran dengan perbuatan korupsi. 
4. Terjadinya erosi moral pada setiap lapisan sosial masyarakat, 
rendahnya kadar keimanan moralitas ajaran-ajaran agama dan etika 
yang hasilnya terjebak dengan mental pengabdian yang buruk 
dalam perilaku sebagai pegawai, karyawan serta pelaku bisnis 
lainnya. 
5. Gaya hidup sangat konsumtif sebagai pengaruh negatif yang sangat 
kuat dari pola kehidupan eforia neo liberalism. 
6. Adanya kemiskinan dan pengangguran yang terstruktur dalam 
kehidupan masyarakat disertai diskriminasi perlakuan hukum bagi 
pelaku korupsi. 
7. Produk politik hukum yang menghasilkan instrumen peraturan 

















































8. Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga 
tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa (ordinary 
crime). 
9. Kurangnya pemahaman masyarakat yang membedakan antara 
perbuatan korupsi dengan perbuatan kriminalitas lainnya atau 
perbuatan maling (kejahatan pencurian) pada umumnya. 
10. Penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum yang 
berwenang (Polisi,Jaksa,KPK, dan Hakim), hasil vonis peradilan 
kasus korupsi relatif masih kecil dan banyak penyelesaian perkara 
korupsi tidak tuntas sampai tingkat peradilan, serta sering putusan 
peradilan kontroversial hanya dengan vonis bebas yang 
bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.  
(IGM Nurdjana,2010:6). 
 
e. Korupsi dalam konsep hukum formal 
Hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk 
mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil. Mengingat 
bahwa tindak pidana korupsi sudah merupakan extraordinary crime 
sehingga penanggulangannya diperlukan cara-cara yang luar biasa, 
sehingga dengan hanya mengandalkan hukum acara pidana (KUHAP) 
maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak efektif. Oleh 
karena itu, dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi, juga diatur tentang beberapa ketentuan acara yang 
diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak 
pidana korupsi. 
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang 
acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain: 


















































Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan 
meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang 
khusus antara lain dengan cara penerapan sistem pembuktian 
terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. 
Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana 
korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan 
sebaliknya. Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/BUMD atau 
penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan 
mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan 
atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan 
yang diperolehnya. 
Namun demikian sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian 
terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk 
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, 
sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas 
pelanggaran asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence) 
dan menyalahkan diri sendiri (non self incrimination) dengan 
perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang.   
2. Perluasan alat bukti 
Perluasan alat bukti dimaksudkan untuk mendukung sistem 
pembuktian terbalik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 menetapkan perluasan mengenai perolehan alat bukti yang 
berupa petunjuk. Menurut paragraf empat penjelasan umum 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa perluasan 
mengenai sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk selain yang 
diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, 
juga menurut Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
diperoleh dari alat bukti lain yang berupa : 
a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau 

















































b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat 
dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan 
dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di 
atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang 
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, 
peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka, atau perforasi yang 
memiliki makna. 
 
f. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi 
1. Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi 
a. Pidana Mati : Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang 
nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu. 
b. Pidana Penjara 
1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 
1) 
2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 

















































satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap 
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3) 
3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi 
setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi 
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding 
pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para 
saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21) 
4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit 
Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 
bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, 
pasal 29, pasal 35, dan pasal 36. 
c. Pidana Tambahan 
1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 
tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana 
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang 
menggantikan barang-barang tersebut. 
2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-


















































3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu 
yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada 
terpidana. 
5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta 
bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk 
menutupi uang pengganti tersebut. 
6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
mencukupi untuk membayar uang pengganti maka 
terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 
memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya 
sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo 
undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana 
tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan 
2. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama 
Suatu Korporasi 
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan 
ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana 
ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai (5) 
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah 
sebagai berikut: 
a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama 
suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat 

















































b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak 
pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan 
hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak 
dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun 
bersama-sama. 
c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu 
korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, 
kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang 
lain. 
d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi 
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula 
memerintahkan supaya penguruh tersebut dibawa ke siding 
pengadilan. 
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka 
panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan 
tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 











































































Gambar Kerangka Pemikiran 
 
Penjelasan Kerangka Pemikiran 
Tindak Pidana Korupsi merupakan masalah besar yang terjadi di Indonesia 
hingga tahun 2010 ini. Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia yang 
penyelesaiannya hingga ranah pengadilan seperti tindak pidana korupsi akan 
diputuskan oleh hakim yang menangani kasus tindak pidana korupsi tersebut. Ada 
tiga jenis putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu putusan 
bebas (vrijspraak), putusan penglepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van 
alle rechtsvervolging), dan putusan pemidanaan (veroordeling).  
Para pihak yang tidak terima atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
dapat mengajukan upaya hukum kasasi kecuali pada putusan bebas (vrijspraak). 








Putusan Penglepasan dari Segala 






























































penuntut umum tidak menerima putusan hakim maka dapat mengajukan 
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. 
Pada putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum biasanya penuntut 
umumlah yang akan mengajukan permohonan kasasi terkait dengan tidak 
dipenuhinya tuntutan penuntut umum kepada terdakwa. Pada putusan pemidanaan 
biasanya terdakwalah yang akan mengajukan permohonan kasasi kepada 
Mahkamah Agung terkait dengan keberatan terdakwa atas hukuman yang 
dijatuhkan oleh hakim kepada dirinya. Namun penuntut umum juga dapat 
mengajukan permohonan kasasi atas putusan pemidanaan misalnya dikarenakan 
dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kasus korupsi, hakim hanya memutus 
dengan pidana penjara disertai denda tanpa menjatuhkan pidana tambahan kepada 
terdakwa. 
Setelah permohonan kasasi diperiksa oleh Mahkamah Agung, penuntut 
umum ataupun terdakwa menunggu keputusan Hakim Mahkamah Agung yang 
memeriksa kasasi tersebut. Terdapat dua jenis keputusan Hakim Mahkamah 
Agung setelah memeriksa permohonan kasasi yaitu menerima permohonan kasasi 
atau menolak permohonan kasasi dari penuntut umum atau terdakwa yang 



































































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Kesesuain Alasan Hukum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam Pengajuan 
Kasasi Perkara Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas dengan Ketentuan 
KUHAP 
1. Deskripsi Kasus 
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007 tanggal 14 April 2007 khususnya Lampiran I mengenai 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Keputusan 
Bupati Magelang Nomor : 1901/DPA/2007 tentang Pengesahan Kegiatan 
yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2007 Belanja Langsung, Satuan Kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) harus 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa : 
- Belanja Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) 
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) 
- Belanja Papan Nama Aset Pemerintah Daerah 
- Penyusunan Standar Satuan Harga 
- Analisa Standar Belanja 
- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 
- Penyelenggaraan Administrasi Serah Terima Kegiatan. 
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam DPA 
Tahun Anggaran 2007 ditunjuk beberapa Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah Nomor : 188.4/83/KEP/27/2007 tanggal 30 April 2007 
tentang Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan 

















































ditunjuk sebagai PPK Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Operasional 
Roda 2 (dua) senilai Rp 163.677.000,00 (seratus enam puluh tiga juta 
enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Kegiatan Belanja Kendaraan 
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 
(lima milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu 
rupiah) yang masing-masing bersumber pada dana APBD Kabupaten 
Magelang Tahun 2007. 
Bahwa disamping sebagai PPK, atas dasar Keputusan Kepala 
BPKKD Kabupaten Magelang Nomor : 970/01/27/KEP/2007 tanggal 2 
Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi 
wewenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, 
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Penerimaan 
Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah, Pembantu Bendahara 
Pengeluaran dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007, Warjito ditunjuk sebagai PPTK untuk Pelaksanaan Anggaran 
Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) senilai Rp 
163.677.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh 
ribu rupiah) dan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Kendaraan 
Dinas Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 (lima 
milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 
Bahwa dari Anggaran Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas 
Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 (lima milyar tiga 
ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) diantaranya 
adalah untuk rincian belanja : 
- Pengadaan Dump Truk sebanyak 1 (satu) unit dengan Pagu Anggaran 


















































- Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick-up sebanyak 1 (satu) 
unit dengan Pagu Anggaran Rp 204.000.000,00 untuk Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Magelang; 
- Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truk sebanyak 1 (satu) 
unit dengan Pagu Anggaran Rp 486.000.000,00 untuk Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Magelang; 
Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 
(empat) dalam rincian belanja tersebut di atas dilakukan melalui suatu 
Pelelangan Umum dengan nama pekerjaan : Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007. 
Bahwa untuk melaksanakan Pelelangan Umum Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 tersebut, Bupati Magelang menunjuk 
Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Keputusan Bupati 
Magelang Nomor 188.4/234/KEP/27/2007 tanggal 31 Mei 2007. 
Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun 
Dokumen Pengadaan yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel 
Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 kemudian disahkan 
oleh Warjito selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 25 Agustus 
2007. Disamping itu, Warjito juga mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) dengan nilai total HPS sebesar Rp 918.370.000,00 (sembilan ratus 
delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) KEPPRES No.80 
Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa 
perubahannya, terakhir dengan PERPRES No.95 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Keenam Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, Warjito selaku PPK mempunyai kewenangan 

















































Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Warjito selaku PPTK mempunyai kewenangan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan. 
Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Panitia Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 mulai melakukan Pelelangan Umum 
dengan mengumumkan paket pengadaan tersebut. 
Bahwa dari hasil Pelelangan Umum Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007, Panitia Pengadaan pada tanggal 13 
September 2007 mengusulkan Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan 
kepada Warjito selaku PPK, selanjutnya Warjito menyetujui usulan 
tersebut dan pada tanggal 22 September 2007 Warjito mengeluarkan Surat 
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor : 028/188/K/27/2007 tentang 
Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007. Warjito menetapkan menunjuk CV. Tidar Teknik yang 
beralamat di JL. Jeruk Timur V No.1 Sanden, Kel. Kramat Kec. Magelang 
Utara Kota Magelang dengan Direktur Terdakwa Buyung Tejohartanto, 
SH,SE,MM sebagai Penyedia Barang untuk melaksanakan pekerjaan 
Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble 
Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 dengan nilai 
penawaran Rp 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 
rupiah). 
Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Penunjukan Penyedia Barang 

















































dalam Surat Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat 
Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 
2007 Nomor : 028/07/K/-27/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang pada 
intinya CV. Tidar Teknik harus menyerahkan Dump Truk, Kendaraan 
Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin sesuai dengan volume dan 
spesifikasinya ”on the road plat merah”dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari kalender sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 
atau selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2007. Pembayaran dari 
nilai kontrak sejumlah Rp 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta 
seratus ribu rupiah) dilakukan setelah pekerjaan dikerjakan lebih dahulu 
dan setelah barang diterima 100% (baik kualitas maupun kuantitas) oleh 
PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan 
Berita Acara Penerimaan Barang, dan setelah STNK dan bukti pelunasan 
BPKB serta Surat Kuasa pengambilan BPKB diserahkan oleh Penyedia 
Barang kepada Warjito selaku PPK atau Pemerintah Kabupaten Magelang. 
Bahwa menjelang batas waktu yang ditentukan dalam Surat 
Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan 
Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 atau 
sekitar tanggal 22 November 2007 Terdakwa mengajukan Permohonan 
Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan karena stok chassis 
kendaraan angkut alat berat baru tersedia paling lambat tanggal 12 
Desember 2007. Permohonan tersebut oleh Warjito dikabulkan, kemudian 
pada tanggal 24 November 2007 Terdakwa dan Warjito membuat 
Addendum Surat Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 Nomor : 028/10/K/27/2007 yang pada intinya merubah jangka 
waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender 
menjadi 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender atau selambat-lambatnya pada 
tanggal 13 Desember 2007. 
Bahwa sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2007, CV.Tidar 

















































1 (satu) unit Dump Truk, 1 (unit) Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 
(satu) unit Pick-Up Dobel Cabin ”on the road plat merah”. Hal ini apabila 
dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf e 
KEPPRES RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan 
PERPRES No. 95 Tahun 2007 Penyedia Barang telah melanggar prosedur 
pengadaan barang/jasa yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 
sesuai dengan kontrak. 
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab II Proses 
Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang, huruf D 
angka 4 huruf k KEPPRES RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami beberapa perubahan, 
terakhir dengan PERPRES No.95 Tahun 2007, penyelesaian pembayaran 
hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai 
dengan Berita Acara Serah Terima Barang. 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, bahwa Warjito selaku PPTK menyiapkan dokumen Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) dalam rangka permintaan 
pembayaran dilampiri dengan dokumen-dokumen diantaranya Berita 
Acara Serah Terima Barang. 
Pada kenyataannya pada tanggal 18 Desember 2007 Warjito selaku 
PPTK telah menyiapkan dokumen SPP-LS dan Warjito selaku PPK telah 
menandatangani dokumen SPP-LS untuk pekerjaan Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 tersebut, sehingga keluar Surat Perintah 
Membayar (SPM) pada tanggal 18 Desember 2007 dan pada tanggal 18 
Desember 2007 keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 
Terdakwa, kemudian Terdakwa cairkan pada tanggal 28 Desember 2007 
sejumlah Rp. 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 

















































Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007. Sementara Terdakwa baru dapat 
menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Dump Truk, 1 (satu) unit 
Kendaraan Angkut Alat Berat merk Mitsubishi Noka 
MHMFM517A7K000494 Nosin 6D16-CY1598 tahun perakitan 2007 
kepada PPK pada tanggal 27 Desember 2007. Penyerahan tersebut belum 
100%, karena tanpa disertai dengan penyerahan STNK maupun bukti 
pelunasan BPKB serta Surat Kuasa Pengambilan BPKB kepada Terdakwa 
selaku PPK atau kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana 
disyaratkan dalam kontrak. 
Bahwa Terdakwa baru menyerahkan STNK dan BPKB untuk 
kendaraan Dump Truk, sedangkan STNK dan BPKB Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin belum Terdakwa serahkan kepada 
PPK atau Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan demikian anggaran 
yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan demikian 
anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tidak 
sesuai dengan input yang diterima. Seharusnya dengan pengeluaran 
sejumlah Rp 870.100.000 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 
rupiah) Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan input berupa 
barang, yaitu 1 (satu) unit Dump Truk, 1 (satu) unit Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan 1 (satu) unit Pick-Up Dobel Cabin masing-masing ”on the 
road plat merah”, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 
hanya menerima 1 (satu) unit Dump Truk berikut STNK dan BPKB, 
sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) unit 
Pick-Up Dobel Cabin masing-masing masing-masing tanpa STNK dan 
BPKB (off the road). 
Bahwa tidak diterimanya STNK dan BPKB, karena Terdakwa 
tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) unit Pick-Up Doble Cabin dari 
Dealer PT. Bumen Redja Abadi, sehingga faktur pembelian yang 

















































berada pada PT.Bumen Redja Abadi. Dengan demikian untuk Kendaraan 
Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin sampai sekarang belum 
dilengkapi dengan STNK dan BPKB (tidak dalam keadaan ”on the road 
plat merah”). 
Bahwa untuk mendapatkan STNK dan BPKB atas nama 
Pemerintah Kabupaten Magelang dalam keadaan ”on the road plat merah” 
atas Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengeluarkan anggaran sebesar 
kekurangan pembayaran kepada Dealer PT. Bumen Redja Abadi dan biaya 
pengurusan STNK dan BPKB seluruhnya sejumlah Rp 154.636.364,00 
(seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah). 
Bahwa dengan Terdakwa tidak menyerahkan STNK dan bukti 
pelunasan BPKB serta surat kuasa pengambilan BPKB untuk kendaraan 
angkut alat berat dan pick-up sesuai dengan tenggang waktu dalam 
kontrak, maka Terdakwa tidak melaksanakan kontrak secara bertanggung 
jawab. Sementara Terdakwa telah menerima pembayaran 100% sesuai 
kontrak, maka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar selisih 
nilai kendaraan on the road plat merah dan nilai kendaraan off the road 
sejumlah Rp 154.636.364,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus 
tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). 
Bahwa pembiayaan Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 tersebut dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD, 
sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sekitar Rp 154.636.364,00 
(seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, 
sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas 
Dugaan Penyimpangan Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan Angkut 

















































Tahun 2007 Nomor : S-1053/PW11/5/200 tanggal 6 April 2009 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah 
dan diketahui oleh Azrul Andaliza selaku Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah. 
 
2. Identitas Lengkap Terdakwa 
Nama    : BUYUNG TEJOHARTANTO,SH,SE,MM; 
Tempat lahir   : Wonosobo ; 
Umur/tanggal lahir  : 37 tahun/17 November 1971 ; 
Jenis kelamin   :  Laki-laki ; 
Kebangsaan   :  Indonesia ; 
Tempat tinggal    : Ngembik Kidul RT 04 RW 02, Kel.Kramat 
Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Magelang ; 
Agama                      : Kristen ; 
Pekerjaan                  : Direktur CV.Tidar Teknik. 
 
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid 
PRIMAIR : 
Bahwa Terdakwa Buyung Tejohartanto, SH,SE,MM Direktur CV. 
Tidar Teknik dengan Warjito bin Widi Karsono (diperiksa dalam berkas 
perkara tersendiri), pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2007 atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 di Kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)/Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang 
Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid, atau setidak-tidaknya di suatu tempat 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, 
atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili 
berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, telah melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum 

















































korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007 tanggal 14 April 2007 khususnya Lampiran I mengenai 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Keputusan 
Bupati Magelang Nomor : 1901/DPA/2007 tentang Pengesahan Kegiatan 
yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2007 Belanja Langsung, Satuan Kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) harus 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa : 
- Belanja Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) 
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) 
- Belanja Papan Nama Aset Pemerintah Daerah 
- Penyusunan Standar Satuan Harga 
- Analisa Standar Belanja 
- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 
- Penyelenggaraan Administrasi Serah Terima Kegiatan. 
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam DPA 
Tahun Anggaran 2007 ditunjuk beberapa Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah Nomor : 188.4/83/KEP/27/2007 tanggal 30 April 2007 
tentang Pejabat Pembuat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa pada Bidang Kekayaan BPKKD Tahun 2007, Warjito 
ditunjuk sebagai PPK Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Operasional 
Roda 2 (dua) senilai Rp 163.677.000,00 (seratus enam puluh tiga juta 
enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Kegiatan Belanja Kendaraan 
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 

















































rupiah) yang masing-masing bersumber pada dana APBD Kabupaten 
Magelang Tahun 2007. 
Bahwa disamping sebagai PPK, atas dasar Keputusan Kepala 
BPKKD Kabupaten Magelang Nomor : 970/01/27/KEP/2007 tanggal 2 
Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi 
wewenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, 
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Penerimaan 
Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah, Pembantu Bendahara 
Pengeluaran dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007, Warjito ditunjuk sebagai PPTK untuk Pelaksanaan Anggaran 
Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) senilai Rp 
163.677.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh 
ribu rupiah) dan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Kendaraan 
Dinas Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 (lima 
milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 
Bahwa dari Anggaran Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas 
Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 (lima milyar tiga 
ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) diantaranya 
adalah untuk rincian belanja : 
- Pengadaan Dump Truk sebanyak 1 (satu) unit dengan Pagu Anggaran 
Rp 250.000.000,00 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Magelang; 
- Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick-up sebanyak 1 (satu) 
unit dengan Pagu Anggaran Rp 204.000.000,00 untuk Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Magelang; 
- Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truk sebanyak 1 (satu) 
unit dengan Pagu Anggaran Rp 486.000.000,00 untuk Dinas Pekerjaan 

















































Bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 
(empat) dalam rincian belanja tersebut di atas dilakukan melalui suatu 
Pelelangan Umum dengan nama pekerjaan : Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007. 
Bahwa untuk melaksanakan Pelelangan Umum Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 tersebut, Bupati Magelang menunjuk 
Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Keputusan Bupati 
Magelang Nomor 188.4/234/KEP/27/2007 tanggal 31 Mei 2007. 
Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyusun 
Dokumen Pengadaan yang berisi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat 
Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel 
Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 kemudian disahkan 
oleh Warjito selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 25 Agustus 
2007. Disamping itu, Warjito juga mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) dengan nilai total HPS sebesar Rp 918.370.000,00 (sembilan ratus 
delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2007 Panitia Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 mulai melakukan Pelelangan Umum 
dengan mengumumkan paket pengadaan tersebut. 
Bahwa dari hasil Pelelangan Umum Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007, Panitia Pengadaan pada tanggal 13 
September 2007 mengusulkan Pemenang dan Calon Pemenang Cadangan 
kepada Warjito selaku PPK, selanjutnya Warjito menyetujui usulan 
tersebut dan pada tanggal 22 September 2007 Warjito mengeluarkan Surat 
Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah 

















































Penunjukan Penyedia Barang Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007. Warjito menetapkan menunjuk CV. Tidar Teknik yang 
beralamat di JL. Jeruk Timur V No.1 Sanden, Kel. Kramat Kec. Magelang 
Utara Kota Magelang dengan Direktur Terdakwa Buyung Tejohartanto, 
SH,SE,MM sebagai Penyedia Barang untuk melaksanakan pekerjaan 
Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble 
Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 dengan nilai 
penawaran Rp 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 
rupiah). 
Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Penunjukan Penyedia Barang 
tersebut, Terdakwa dan Warjito membuat kesepakatan yang dituangkan 
dalam Surat Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat 
Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 
2007 Nomor : 028/07/K/-27/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang pada 
intinya CV. Tidar Teknik harus menyerahkan Dump Truk, Kendaraan 
Angkut Alat Berat dan Pick Up Dobel Cabin sesuai dengan volume dan 
spesifikasinya ”on the road plat merah”dalam jangka waktu 60 (enam 
puluh) hari kalender sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 
atau selambat-lambatnya pada tanggal 1 Desember 2007. Pembayaran dari 
nilai kontrak sejumlah Rp 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta 
seratus ribu rupiah) dilakukan setelah pekerjaan dikerjakan lebih dahulu 
dan setelah barang diterima 100% (baik kualitas maupun kuantitas) oleh 
PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan 
Berita Acara Penerimaan Barang, dan setelah STNK dan bukti pelunasan 
BPKB serta Surat Kuasa pengambilan BPKB diserahkan oleh Penyedia 
Barang kepada Warjito selaku PPK atau Pemerintah Kabupaten Magelang. 
Bahwa menjelang batas waktu yang ditentukan dalam Surat 
Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan 
Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 atau 

















































Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan karena stok chassis 
kendaraan angkut alat berat baru tersedia paling lambat tanggal 12 
Desember 2007. Permohonan tersebut oleh Warjito dikabulkan, kemudian 
pada tanggal 24 November 2007 Terdakwa dan Warjito membuat 
Addendum Surat Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 Nomor : 028/10/K/27/2007 yang pada intinya merubah jangka 
waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 (enam puluh) hari kalender 
menjadi 73 (tujuh puluh tiga) hari kalender atau selambat-lambatnya pada 
tanggal 13 Desember 2007. 
Bahwa sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2007, CV.Tidar 
Teknik tidak bisa menyerahkan pekerjaan 100% yaitu tidak menyerahkan 
1 (satu) unit Dump Truk, 1 (unit) Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 
(satu) unit Pick-Up Dobel Cabin ”on the road plat merah”. Hal ini apabila 
dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf e 
KEPPRES RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan 
PERPRES No. 95 Tahun 2007 Penyedia Barang telah melanggar prosedur 
pengadaan barang/jasa yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya 
sesuai dengan kontrak. 
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Bab II Proses 
Pengadaan Barang/Jasa yang Memerlukan Penyedia Barang, huruf D 
angka 4 huruf k KEPPRES RI No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami beberapa perubahan, 
terakhir dengan PERPRES No.95 Tahun 2007, penyelesaian pembayaran 
hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai 
dengan Berita Acara Serah Terima Barang. 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, bahwa Warjito selaku PPTK menyiapka dokumen Surat 

















































pembayaran dilampiri dengan dokumen-dokumen diantaranya Berita 
Acara Serah Terima Barang. 
Pada kenyataannya pada tanggal 18 Desember 2007 Warjito selaku 
PPTK telah menyiapkan dokumen SPP-LS dan Warjito selaku PPK telah 
menandatangani dokumen SPP-LS untuk pekerjaan Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 tersebut, sehingga keluar Surat Perintah 
Membayar (SPM) pada tanggal 18 Desember 2007 dan pada tanggal 18 
Desember 2007 keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada 
Terdakwa, kemudian Terdakwa cairkan pada tanggal 28 Desember 2007 
sejumlah Rp. 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 
rupiah) yang merupakan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007. Sementara Terdakwa baru dapat 
menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Dump Truk, 1 (satu) unit 
Kendaraan Angkut Alat Berat merk Mitsubishi Noka 
MHMFM517A7K000494 Nosin 6D16-CY1598 tahun perakitan 2007 
kepada PPK pada tanggal 27 Desember 2007. Penyerahan tersebut belum 
100%, karena tanpa disertai dengan penyerahan STNK maupun bukti 
pelunasan BPKB serta Surat Kuasa Pengambilan BPKB kepada Terdakwa 
selaku PPK atau kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana 
disyaratkan dalam kontrak. 
Bahwa Terdakwa baru menyerahkan STNK dan BPKB untuk 
kendaraan Dump Truk, sedangkan STNK dan BPKB Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin belum Terdakwa serahkan kepada 
PPK atau Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan demikian anggaran 
yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan demikian 
anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tidak 
sesuai dengan input yang diterima. Seharusnya dengan pengeluaran 
sejumlah Rp 870.100.000 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 

















































barang, yaitu 1 (satu) unit Dump Truk, 1 (satu) unit Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan 1 (satu) unit Pick-Up Dobel Cabin masing-masing ”on the 
road plat merah”, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 
hanya menerima 1 (satu) unit Dump Truk berikut STNK dan BPKB, 
sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) unit 
Pick-Up Dobel Cabin masing-masing masing-masing tanpa STNK dan 
BPKB (off the road). 
Bahwa tidak diterimanya STNK dan BPKB, karena Terdakwa 
tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) unit Pick-Up Doble Cabin dari 
Dealer PT. Bumen Redja Abadi, sehingga faktur pembelian yang 
merupakan persyaratan untuk diterbitkannya STNK dan BPKB masih 
berada pada PT.Bumen Redja Abadi. Dengan demikian untuk Kendaraan 
Angkut Alat Berat dan Pick-Up Dobel Cabin sampai sekarang belum 
dilengkapi dengan STNK dan BPKB (tidak dalam keadaan ”on the road 
plat merah”). 
Bahwa untuk mendapatkan STNK dan BPKB atas nama 
Pemerintah Kabupaten Magelang dalam keadaan ”on the road plat merah” 
atas Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengeluarkan anggaran sebesar 
kekurangan pembayaran kepada Dealer PT. Bumen Redja Abadi dan biaya 
pengurusan STNK dan BPKB seluruhnya sejumlah Rp 154.636.364,00 
(seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah). 
Bahwa dengan Terdakwa tidak menyerahkan STNK dan bukti 
pelunasan BPKB serta surat kuasa pengambilan BPKB untuk kendaraan 
angkut alat berat dan pick-up sesuai dengan tenggang waktu dalam 
kontrak, maka Terdakwa tidak melaksanakan kontrak secara bertanggung 
jawab. Sementara Terdakwa telah menerima pembayaran 100% sesuai 
kontrak, maka Terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar selisih 

















































sejumlah Rp 154.636.364,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus 
tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). 
Bahwa pembiayaan Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 tersebut dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD, 
sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sekitar Rp 154.636.364,00 
(seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, 
sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas 
Dugaan Penyimpangan Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan Angkut 
Alat Berat serta Pick-Up pada Kantor BPKKD Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 Nomor : S-1053/PW11/5/200 tanggal 6 April 2009 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah 
dan diketahui oleh Azrul Andaliza selaku Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 
Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
No.20 Tahun 2001. 
 
SUBSIDAIR 
Bahwa Terdakwa Buyung Tejohartanto, SH,SE,MM Direktur CV. 
Tidar Teknik dengan Warjito bin Widi Karsono (diperiksa dalam berkas 
perkara tersendiri), pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2007 atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 di Kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)/Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang 

















































yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, 
atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili 
berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, telah melakukan, menyuruh 
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007 tanggal 14 April 2007 khususnya Lampiran I mengenai 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo. Keputusan 
Bupati Magelang Nomor : 1901/DPA/2007 tentang Pengesahan Kegiatan 
yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Magelang, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2007 Belanja Langsung, Satuan Kerja Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) harus 
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa : 
- Belanja Pakaian Dinas dan Kelengkapannya 
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) 
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) 
- Belanja Papan Nama Aset Pemerintah Daerah 
- Penyusunan Standar Satuan Harga 
- Analisa Standar Belanja 
- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 
- Penyelenggaraan Administrasi Serah Terima Kegiatan. 
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam DPA 
Tahun Anggaran 2007 ditunjuk beberapa Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah Nomor : 188.4/83/KEP/27/2007 tanggal 30 April 2007 

















































Barang/Jasa pada Bidang Kekayaan BPKKD Tahun 2007, Warjito 
ditunjuk sebagai PPK Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Operasional 
Roda 2 (dua) senilai Rp 163.677.000,00 (seratus enam puluh tiga juta 
enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Kegiatan Belanja Kendaraan 
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 
(lima milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu 
rupiah) yang masing-masing bersumber pada dana APBD Kabupaten 
Magelang Tahun 2007. 
Bahwa disamping sebagai PPK, atas dasar Keputusan Kepala 
BPKKD Kabupaten Magelang Nomor : 970/01/27/KEP/2007 tanggal 2 
Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat yang diberi 
wewenang menandatangani Surat Bukti Pemungutan Pendapatan Daerah, 
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Penerimaan 
Kas dan Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah, Pembantu Bendahara 
Pengeluaran dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007, Warjito ditunjuk sebagai PPTK untuk Pelaksanaan Anggaran 
Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) senilai Rp 
163.677.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh 
ribu rupiah) dan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Kendaraan 
Dinas Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 (lima 
milyar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 
Bahwa dari Anggaran Kegiatan Belanja Kendaraan Dinas 
Operasional Roda 4 (empat) senilai Rp 5.320.353.000,00 (lima milyar tiga 
ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) diantaranya 
adalah untuk rincian belanja : 
- Pengadaan Dump Truk sebanyak 1 (satu) unit dengan Pagu Anggaran 
Rp 250.000.000,00 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Magelang; 

















































- angkutan darat bermotor truk sebanyak 1 (satu) unit dengan satu) unit 
dengan Pagu Anggaran Rp 204.000.000,00 untuk Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Magelang; 
- Pengadaan alat-alat Pagu Anggaran Rp 486.000.000,00 untuk Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang. 
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) KEPPRES No.80 
Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa 
perubahannya, terakhir dengan PERPRES No.95 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Keenam Atas Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, Warjito selaku PPK mempunyai kewenangan 
diantaranya : Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 
 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Warjito selaku PPTK mempunyai kewenangan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan; 
Bahwa dalam melaksanakan pekerjaanya tersebut, Warjito telah 
menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengendali pelaksanaan 
peerjanjian/kontrak dan sebagai pengendali kegiatan untuk tujuan yang 
bertentangan dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut dengan 
cara sebagai berikut: 
Bahwa setelah dilaksanakan lelang Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007, Warjito menetapkan CV. Tidar Teknik 
dengan Terdakwa Direkturnya sebagai Pemenang Lelang, kemudian 
ditunjuk sebagai Penyedia Barang. Selanjutnya Warjito menandatangani 
Surat Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat 
dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 
Nomor : 028/07/K/27/2007 tanggal 3 Oktober 2007 antara Warjito selaku 

















































Penyedia Barang, yang pada intinya Terdakwa berkewajiban menyerahkan 
Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin 
sesuai dengan volume dan spesifikasinya ”on the road plat merah” dalam 
jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dikeluarkan Surat 
Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau selambat-lambatnya pada tanggal 1 
Desember 2007, Warjito selaku PPK berkewajiban melakukan 
pembayaran sebesar nilai kontrak atau sejumlah Rp 870.000.000,00 
(delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah) setelah pekerjaan 
dikerjakan lebih dahulu dan setelah barang diterima 100% (baik kualitas 
dan kuantitas) oleh PPK, yang dinyatakan dengan Berita Acara 
Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang, dan setelah 
STNK dan bukti pelunasan BPKB serta Surat Kuasa pengambilan BPKB 
diserahkan oleh Terdakwa kepada PPK atau Pemerintah Kabupaten 
Magelang; 
Bahwa menjelang batas waktu yang ditentukan dalam Surat 
Perjanjian Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut Alat Berat dan 
Pick-Up Dobel Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2007 atau 
sekitar tanggal 22 November 2007 Terdakwa mengajukan Permohonan 
Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan karena stok chassis 
kendaraan angkut alat berat baru tersedia paling lambat 12 Desember 
2007. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Warjito, karena Warjito 
mempunyai kewenangan mengendalikan kontrak dan mengendalikan 
kegiatan. Kenudian pada tanggal 24 November 2007 Terdakwa dan 
Warjito membuat Addendum Surat Perjanjian Pengadaan Dump Truk, 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor : 028/10/K/27/2007 yang pada 
intinya merubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 60 
(enam puluh) hari kalender menjadi 73 (tujuh puluh tiga hari) atau 
selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2007; 
Bahwa sampai batas waktu tanggal 13 Desember 2007, Terdakwa 

















































unit Dump Truk, 1 (satu) unit Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) 
unit Pick-Up Doble Cabin ”on the road plat merah”. Akan tetapi Warjito 
telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani Kartu 
Kendali Kegiatan, Nota Penerimaan Barang serta Dokumen SPP-LS pada 
tanggal 18 Desember 2007, dan Terdakwa ikut serta dalam 
penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Warjito tersebut dengan 
menyerahkan kwitansi bukti pembayaran serta menandatangani Berita 
Acara Serah Terima Barang, sementara dokumen-dokumen tersebut 
merupakan persyaratan pencairan anggaran; 
Bahwa dengan SP2D tersebut, pada tanggal 28 Desember 2007 
Terdakwa mencairkan pembayaran pekerjaan sebesar nilai kontrak atau 
sejumlah Rp 870.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu 
rupiah) yang merupakan pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Dump 
Truk, Kendaraan Angkut Alat dan Pick Up Doble Cabin Pemerintah 
Kabupaten Magelang Tahun 2007. Sementara Terdakwa baru 
menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Dump Truk, 1 (satu) unit 
Kendaraan Angkut Alat Berat merk Mitsubishi Noka 
MHMFM517A7K000494 Nosin 6D16-CY1598 tahun perakitan 2007 dan 
1 (satu) unit Pick-Up Doble Cabin merk Mitsubishi Noka 
MMBCNK5706F037742 Nosin 4M40-ZB0101 tahun perakitan 2007 
kepada PPK pada tanggal 27 Desember 2007. Penyerahan tersebut belum 
100% karena tanpa disertai dengan penyerahan STNK maupun bukti 
pelunasan BPKB serta Surat Kuasa Pengambilan BPKB kepada PPK 
selaku PPK atau kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagaimana 
disyaratkan dalam kontrak; 
Bahwa Terdakwa sampai saat ini hanya menyerahkan STNK dan 
BPKB untuk kendaraan Dump Truk, sedangkan STNK dan BPKB 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin belum Terdakwa 
serahkan kepada PPK atau Pemerintah Kabupaten Magelang. Dengan 
demikian anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

















































pengeluaran sejumlah Rp 870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta 
seratus ribu rupiah) Pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan input 
berupa barang, yaitu 1 (satu) unit Dump Truk, 1 (satu) unit Kendaraan 
Angkut Alat Berat dan 1 (satu) unit Pick Up Doble Cabin masing-masing 
”on the road plat merah”, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang hanya menerima 1 (satu) unit Dump Truk berikut STNK dan 
BPKB, sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) 
unit Pick-Up Doble Cabin masing-masing tanpa STNK dan BPKB (off the 
road); 
Bahwa tidak diterimanya STNK dan BPKB, karena Terdakwa 
tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit 
Kendaraan Angkut Alat Berat dan 1 (satu) unit Pick Up Doble Cabin dari 
Dealer PT. Bumen Redja Abadi, sehingga faktur pembelian yang 
merupakan persyaratan untuk diterbitkannya STNK dan BPKB masih 
berada pada PT. Bumen Redja Abadi. Dengan demikian untuk Kendaraan 
Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin sampai sekarang belum 
dilengkapi dengan STNK dan BPKB (tidak dalam keadaan”on the road 
plat merah); 
Bahwa untuk mendapatkan STNK dan BPKB atas nama 
Pemerintah Kabupaten Magelang dalam keadaan ”on the road plat merah” 
atas Kendaraan Angkut Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin tersebut, 
Pemerintah Kabupaten Magelang harus mengeluarkan anggaran sebesar 
kekurangan pembayaran kepada Dealer PT. Bumen Redja Abadi dan biaya 
pengurusan STNK dan BPKB seluruhnya sejumlah Rp 154.636.364,00 
(seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah); 
Bahwa pembiayaan Pengadaan Dump Truk, Kendaraan Angkut 
Alat Berat dan Pick-Up Doble Cabin Pemerintah Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 tersebut dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD, 
sehingga menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Keuangan 

















































(seratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus 
enam puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, 
sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas 
Dugaan Penyimpangan Pengadaan Dump Truck dan Kendaraan Angkut 
Alat Berat serta Pick-Up pada Kantor BPPKD Kabupaten Magelang 
Tahun 2007 Nomor : S-1053/PW11/5/200 tanggal 6 April 2009 yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit BPKP Provinsi Jawa Tengah 
dan diketahui oleh Azrul Andaliza selaku Kepala Perwakilan BPKP 
Provinsi Jawa Tengah; 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 
dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 
Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 
No.20 Tahun 2001.      
 
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid 
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan 
Negeri Mungkid tanggal 13 Juli 2009 sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa Buyung Tejohartanto, SH,SE,MM tidak terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan 
Primair; 
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair; 
3. Menyatakan Terdakwa Buyung Tejohartanto, SH,SE,MM terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan 
Subsidair; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam 
tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 

















































5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Kas 
Daerah Kabupaten Magelang sebesar Rp 154.636.364,- subsidair 8 
(delapan) bulan; 
6. Menetapkan barang bukti berupa : 
-  1 (satu) unit kendaraan angkut alat berat Fuso FM517HS No.Seri 
000467 Nosin 6D16-CY 1598 Nosin MHMFM517AK000494; 
- 1 (satu) unit pick-up L200 Mega Cub Euro Nomor Seri 003162 Nosin 
4M40-ZB0101 Nosin MMBCNK5706F037742; 
Masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Magelang ; 
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar  Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). 
 
5. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid 
Membaca putusan Pengadilan Negeri Mungkid No. 
136/Pid.B/2009/-PN.Mkd tanggal 4 Agustus 2009 yang amar lengkapnya 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Buyung Tejohartanto, SH,SE,MM tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan Primair; 
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; 
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Buyung Tejohartanto, SH,SE,MM 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
”Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Buyung Tejohartanto, 
SH,SE,MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) 
bulan, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah), 
subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 

















































7. Menetapkan barang bukti berupa; 
-  1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi, model L.200 
Mega Cab Euro 2 Nomor seri 003162, warna hitam, Nosin 
4M40ZB0101, tahun perakitan 2007, Noka MMBCNK5706F037742, 
Nomor Polisi tidak ada; 
-  1 (satu) kendaraan bermotor merk Mitsubishi Model FM 517HS No. 
Seri 000467, warna orange, Nosin 6D16-CY 1598 tahun perakitan 
2007, Noka MHMFM517AK000494, Nomor Polisi tidak ada; 
Dikembalikannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Magelang; 
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- 
(lima ribu rupiah). 
 
6. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 
474/Pid/2009/PT.SMG tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya 
sebagai berikut: 
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum; 
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 Agustus 
2009, No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut; 
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan; 
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk 
tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
7. Alasan-Alasan Penuntut Umum dalam Pengajuan Kasasi 
Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut 
Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
1. Bahwa pada prinsipnya Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan 
pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim 

















































2. Bahwa mengingat tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah 
satunya adalah mengembalikan kerugian negara, maka sangat tidak 
adil jika Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak 
menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti dalam amar 
putusannya; 
3. Bahwa dari fakta persidangan Pemerintah Daerah Kab.Magelang telah 
membayar sejumlah Rp 87.100.000,00 untuk pengadaan kendaraan 
dump truck, pick up, dan kendaraan angkut alat berat, masing-masing 
kendaraan dalam keadaan on the road plat merah, tetapi Terdakwa 
selaku penyedia barang hanya menyerahkan kendaraan dalam keadaan 
off the road, sehingga terdapat kerugian senilai selisih antara nilai 
kendaraan dalam keadaan off the road yaitu sebesar Rp 154.636.364,-; 
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa tidak dapat 
memenuhi kewajibannya selaku penyedia barang, yaitu tidak dapat 
menyerahkan STNK dan BPKB kendaraan pick-up dan kendaraan 
angkut alat berat karena Terdakwa tidak membayar lunas pemesanan 
chasis engine kedua kendaraan tersebut di Dealer PT. Bumen Redja 
Abadi, Terdakwa masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar 
Rp 79.500.000,00 sementara Terdakwa telah menerima pembayaran 
100% dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Akibat 
Terdakawa tidak membayar lunas pemesanan chasis engine tersebut, 
maka faktur tidak diberikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa 
tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan on the 
road plat merah; 
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah menggunakan 
uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pesanan kendaraan 
tersebut untuk kepentingan Terdakwa, sehingga Terdakwa 
mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 79.500.000,00 (tujuh puluh 
sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah kekurangan 

















































6. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan 
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengambil alih 
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 49 
putusan Pengadilan Negeri Mungkid, dimana Majelis Hakim tidak 
menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti 
dengan alasan Terdakwa masih mempunyai utang sebagai kekurangan 
pembelian kepada PT. Bumen Redja Abadi yang merupakan kewajiban 
yang harus dibayar, selain itu Terdakwa masih mempunyai kewajiban 
hukum untuk mengurus STNK dan BPKB. Pertimbangan Majelis 
Hakim tersebut tidak relevan karena telah masuk dalam ranah hukum 
perdata. Disamping itu, tidak akan terjadi tumpang tindih kewajiban, 
karena dengan penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti 
kepada negara (Cq. Kas Daerah Kabupaten Magelang), selanjutnya 
dibayarkan kepada PT. Bumen Redja Abadi, maka dengan sendirinya 
Terdakwa sudah tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kepada 
PT. Bumen Redja Abadi; 
7. Bahwa yang dimaksud dengan pembayaran uang pengganti 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 
bahwa : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana 
tambahan berupa pembayaran uang pengganti ”sebanyak-banyaknya 
sama” dengan yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana 
korupsi; 
8. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, yang diperoleh Terdakwa dari 
hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp 79.500.000,00 (tujuh sembilan 
juta lima ratus ribu rupiah). 
Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di 

















































tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menjatuhkan pidana 
berupa membayar uang pengganti.  
 
8. Pembahasan 
Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk 
lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan 
kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa 
lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis 
dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada di poros 
dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di 
persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan 
pengadilan sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses 
perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 
berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan 
juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive 
ambtenaar). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengertian jaksa 
adalah pejabat fungsional yang diberi wewenag oleh undang-undang untuk 
bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 
berdasarkan undang-undang sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia pengertian penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang 
oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
penetapan hakim. 
Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

















































pidana adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang 
dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Penuntut Umum juga memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi 
jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak 
sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Hal ini berdasarkan ketentuan 
pada Pasal 244 KUHAP yaitu “terdapat putusan perkara pidana yang 
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada 
Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan 
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali 
terhadap putusan bebas.” 
Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik 
tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim dan 
mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, 
maka bentuk dari pada Putusan Hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana 
Korupsi dapat berupa putusan bebas, putusan penglepasan dari segala 
tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), dan putusan 
pemidanaan (veroordeling). 
Pada ketiga jenis putusan tersebut kecuali terhadap putusan bebas, 
Penuntut Umum biasanya akan mengajukan kasasi terhadap putusan 
penglepasan dari segala tuntutan hukum karena Penuntut Umum merasa 
hakim dalam memutuskan perkara tidak sesuai dengan tuntutan yang 
diajukan oleh Penuntut Umum. 
Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari 
Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari 

















































terakhir (J.C.T.Simorangkir,dkk,2000:81). Berdasarkan ketentuan Pasal 10 
ayat (4) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 pengertian kasasi berarti 
pembatalan dan  hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai 
yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang 
lain. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang terakhir. Pada KUHAP 
upaya hukum ini diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 sampai 
dengan Pasal 258. 
Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa 
maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk 
mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang 
dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Tetapi 
apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka 
mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan 
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. (M.Yahya Harahap, 
2002:1101) 
Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat 
dijabarkan bahwa secara limitative alasan kasasi yang dapat dilakukan 
oleh terdakwa /penasihat hukum dan jaksa/penuntut umum yang 
dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai masalah 
adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum 
materiilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai 
dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, 
dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik 
secara absolute (competentie absolute) dan relative (competentie 
relative).(Lilik Mulyadi,2000:173) 
Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menjabarkan 
alasan kasasi secara limitative maka alasan hukum Kejaksaan Negeri 
Mungkid dalam pengajuan kasasi atas putusan 
No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd disebabkan mengenai masalah adanya 
kesalahan penerapan peraturan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri 

















































Jawa Tengah pada putusan No.474/Pid/2009/PT. SMG tanggal 27 
Oktober 2009 terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid 
No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd tanggal 4 Agustus 2009. Pada prinsipnya 
Jaksa/Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan 
hukum dan amar putusan Majelis Hakim tersebut kecuali mengenai uang 
pengganti. Semestinya dalam kasus korupsi untuk memberikan efek jera 
dan memberantasnya salah satu caranya adalah dengan terdakwa 
mengembalikan kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi yang dilakukan karena arti korupsi adalah suatu tindak pidana 
yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak 
merugikan keuangan dan perekonomian negara.(J.C.T Simorangkir, 
2000:85) 
Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-
Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 bahwa 
“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama 
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.” 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka pidana tambahan berupa 
pembayaran uang pengganti “sebanyak-banyaknya sama” dengan yang 
diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi seharusnya 
diterapkan oleh hakim dalam putusannya namun ternyata pada putusan 
No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd hakim tidak menerapkan hukumnya. 
Berdasarkan fakta persidangan terbukti Terdakwa tidak dapat 
menyerahkan STNK dan BPKB kendaraan pick-up dan kendaraan angkut 
alat berat karena Terdakwa tidak membayar lunas pemesanan chasis 
engine kedua kendaraan tersebut di Dealer PT.Bumen Redja Abadi, 
Terdakwa masih mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp 
79.500.000,00 sementara Terdakwa telah menerima pembayaran 100% 
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sehingga Terdakwa tidak 
dapat menyerahkan kendaraan tersebut dalam keadaan on the road plat 
merah. Jadi dalam kasus korupsi ini Terdakwa telah menggunakan uang 

















































untuk kepentingan Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan 
keuntungan sejumlah Rp 79.500.000,00 atau sejumlah kekurangan 
pembayaran pembelian kendaraan pada PT.Bumen Redja Abadi. 
Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan 
berupa membayar uang pengganti dengan alasan Terdakwa masih 
mempunyai utang sebagai kekurangan pembelian kepada PT.Bumen Redja 
Abadi yang merupakan kewajiban yang harus dibayar dan kewajiban 
hukum untuk mengurus STNK dan BPKB dirasakan oleh jaksa penuntut 
umum tidak relevan karena telah masuk ranah hukum perdata, seharusnya 
dengan penjatuhan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada 
negara (Cq. Kas Daerah Kabupaten Magelang) selanjutnya dibayarkan 
kepada PT.Bumen Redja Abadi maka dengan sendirinya Terdakwa sudah 
tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kepada PT.Bumen Redja 
Abadi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka alasan penuntut umum 
dalam mengajukan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. 
 
B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Perkara 
Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas 
1. Pertimbangan Hakim Kasasi 
Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah 
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut : 
- Bahwa Judex Facti tidak membebankan Terdakwa untuk membayar 
uang pengganti ; 
- Bahwa Terdakwa telah menerima anggaran dari Pemda Kabupaten 
Magelang sebesar 100% dari harga pemesanan mobil oleh Pemda 
kepada Terdakwa dengan kualifikasi on the road, tetapi ternyata 
Terdakwa hanya menyerahkan kendaraan-kendaraan kepada Pemda 
dalam keadaan off the road, sehingga Pemda mengalami kerugian 
sebesar Rp 79.500.000,- yang patut dibebankan kepada Terdakwa 

















































Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di 
atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi 
Jawa Tengah di Semarang No.474/Pid/2009/PT.SMG tanggal 27 Oktober 
2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid 
No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd tanggal 4 Agustus 2009 tidak dapat 
dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah 
Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut tertera di bawah ini; 
Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi/Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta 
dijatuhi pidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan 
dibebankan kepada Terdakwa; 
Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia 
No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-
Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-
Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan 
Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan. 
  
2. Amar Putusan Hakim Kasasi 
MENGADILI: 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI 
MUNGKID tersebut; 
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di 
Semarang No.474/Pid/2009/PT.SMG tanggal 27 Oktober 2009 yang 
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid 




















































1. Menyatakan Terdakwa BUYUNG TEJOHARTANTO, SH,SE,MM 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; 
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari dakwaan Primair 
tersebut; 
3. Menyatakan Terdakwa BUYUNG TEJOHARTANTO,SH,SE,MM 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana”SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”; 
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda 
sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa 
dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) 
bulan; 
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan 
ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya 
dari pidana penjara yang dijatuhkan; 
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 
79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 
apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 
dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan 
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta 
benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti 
tersebut, maka dipidana dengan hukuman penjara selama 4 (empat) 
bulan; 
7. Menetapkan barang bukti berupa: 
-  1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Mitsubishi, Model L.200 

















































4M40ZB0101, tahun perakitan 2007, Noka MMBCNK5706F037742, 
Nomor Polisi tidak ada; 
-  1 (satu) kendaraan bermotor merk Mitsubishi Model FM 517HS 
No.Seri 000467, warna orange, Nosin 6D16-CY 1598 tahun perakitan 
2007, Noka MHMFM517AK000494, Nomor Polisi tidak ada; 
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang; 
8. Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara 
dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
 
3. Pembahasan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP yaitu 
”Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera 
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam 
waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan 
kasasi diberitahukan kepada terdakwa.” 
Permohonan kasasi dapat diajukan oleh terdakwa maupun penuntut 
umum pada putusan pemidanaan dan putusan penglepasan dari segala 
tuntutan hukum. Dalam hal ini panitera pengadilan negeri wajib 
memberitahukan permintaan kasasi dari pihak yang satu kepada pihak 
yang lain. 
Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah 
Agung atas permintaan pihak yang mengajukan kasasi tersebut. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (2) KUHAP yaitu pemeriksaan 
kasasi dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim atas dasar 
berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah 
Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita 
acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang 
berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat 

















































Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak 
atau mengabulkan permohonan kasasi. Dalam hal putusan yang dibatalkan 
karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak 
sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara 
tersebut. Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi maka 
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan 
kasasi seperti  pada permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut 
umum dalam perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas operasional roda 
empat Pemerintah Kabupaten Magelang yang dikabulkan oleh Mahkamah 
Agung. 
Adapun pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam 
mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum dikarenakan Judex 
Facti salah menerapkan hukum dengan tidak membebankan Terdakwa 
untuk membayar uang pengganti padahal Terdakwa telah menerima 
anggaran dari Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar 100% dari harga 
pemesanan mobil oleh Pemerintah Daerah kepada Terdakwa dengan 
kualifikasi on the road tetapi ternyata Terdakwa hanya menyerahkan 
kendaraan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan off the road sehingga 
Pemerintah Daerah mengalami kerugian sebesar Rp 79.500.000,00. 
Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah 
Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 
No.474/Pid/2009/PT.SMG tanggal 27 Oktober 2009 yang menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Mungkid No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd tanggal 
4 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus 
dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut 
dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana ”secara bersama-sama melakukan 
korupsi”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana 

















































pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan 
pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 79.500.000,00 (tujuh 
puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak 
membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) 
bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka 
harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 
pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi 
untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan hukuman 
penjara selama 4 (empat) bulan. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung 
tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu 
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena didalam 
Undang-Undang ini dalam penjatuhan pidananya selain berupa penjatuhan 
pidana penjara disertai dengan denda, Terdakwa  juga harus dikenai pidana 


















































P E N U T U P 
 
A. Simpulan 
               Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut : 
1. Alasan hukum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam pengajuan kasasi 
perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas adalah disebabkan mengenai 
masalah adanya kesalahan penerapan peraturan hukum oleh Hakim 
Pengadilan Negeri Magelang pada putusan No. 136/Pid.B/2009/PN.Mkd 
dan adanya penguatan putusan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa 
Tengah pada putusan No.474/Pid/2009/PT.SMG tanggal 27 Oktober 2009 
terhadapputusan Pengadilan Negeri Mungkid No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd 
tanggal 4 Agustus 2009. Pada prinsipnya Jaksa/Penuntut Umum 
sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan 
Majelis Hakim tersebut kecuali mengenai uang pengganti karena 
semestinya dalam kasus korupsi untuk memberikan efek jera dan 
memberantasnya salah satu caranya adalah dengan terdakwa 
mengembalikan kerugian negara yang diperoleh dari tindak pidana korupsi 
yang dilakukan. Alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 
KUHAP. 
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi perkara 
korupsi pengadaan kendaraan dinas dikarenakan Judex Facti salah 
menerapkan hukum dengan tidak membebankan Terdakwa untuk 
membayar uang pengganti padahal Terdakwa telah menerima anggaran 
dari Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar 100% dari harga pemesanan 
mobil oleh Pemerintah Daerah kepada Terdakwa dengan kualifikasi on the 
road tetapi ternyata Terdakwa hanya menyerahkan kendaraan kepada 
Pemerintah Daerah dalam keadaan off the road sehingga Pemerintah 
Daerah mengalami kerugian sebesar Rp 79.500.000,00. Oleh karena itu 

















































tanggal 27 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
Mungkid No.136/Pid.B/2009/PN.Mkd tanggal 4 Agustus 2009 tidak dapat 
dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena Mahkamah Agung akan 
mengadili sendiri perkara tersebut. Pertimbangan hakim Mahkamah 
Agung tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 
B. Saran-Saran 
1. Dalam penanganan perkara korupsi seharusnya aparat penegak hukum 
lebih tegas dan teliti dalam menerapkan peraturan hukum bagi 
terdakwanya seperti yang dilakukan oleh penuntut umum yang menangani 
perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat di atas       
agar memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan memberikan 
pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana 
korupsi karena tindak pidana korupsi itu merugikan keuangan negara; 
2. Bagi aparat penegak hukum sebaiknya mampu memberikan kepercayaan 
kepada masyarakat dan menciptakan citra yang baik bahwa hukum itu 
tidak dapat di beli sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian 
hukum secara adil tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. 
Menciptakan citra yang baik dari aparat penegak hukum dapat dilakukan 
dengan cara tidak melakukan tindakan yang menyimpang seperti 
menerima uang suap yang mengakibatkan terjadinya salah menerapkan 
peraturan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya dan cara 
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang 
dapat  mempengaruhi tuntutan maupun putusan. 
